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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 merupakan bentuk
akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang
dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Secara substantif merupakan sarana
pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah
Kabupaten Cirebon.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan

berkelanjutan di masa mendatang.

Sumber, Februari 2026
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Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah melaksanakan berbagai program
dan kegiatan, mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, serta visi dan misi yang secara sistematis
telah dituangkan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 — 2025. Visi tersebut
yakni “Terwujudnya Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman”, dengan
misi yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon vyaitu msii ke-4
“Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya
saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas
aparatur pemerintah daerah.” Maka Dinas Komunikasi dan Infromatika menetapkan tujuan Dinas
Komunikasi dan Informartika Kabupaten Cirebon “Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Akuntabilitas Kinerja Tata Kelola Pemerintahan’ Tujuan tersebut
menggunakan sasaran yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi;

2) Meningkatnya pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat menuju keterbukaan
informasi publik;

3) Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah;

4) Terwujudnya penyelenggaraan persandian;

5) Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan LKJIP Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Tahun 2025, dapat disimpulkan hal- hal sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah
yang bersangkutan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menetapkan
5 (lima) Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.

2) Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Cirebon tahun 2025 berdasarkan capaian kinerja dengan kategori Sangat Tinggi ditunjukan pada
5 (lima) indikator yaitu Indeks Domain Tata Kelola SPBE (119,04%), Indeks Keterbukaan
Informasi Publik dengan capaian kinerja 120%, Persentase pengelolaan dan layanan statistik
sektoral dengan capaian kinerja 113%, Indeks Keamanan Informasi dengan capaian kinerja
100%, dan Nilai LKIP dengan capaian 106,99%.

3) Anggaran belanja Dinas  Komunikasi  dan Informatika  pada  tahun 2025
Rp. 17.363.686.848,00 dengan realisasi Rp. 16.561.507.008,00 atau sebesar 95,38%.

Evaluasi atas sasaran strategis, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi

perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon ke depan, sebagai berikut:

Vii



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah
ditetapkan dengan regulasi yang ada.

Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan
swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan
dan kepegawaian.

Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek
penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus.
Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun
berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang
ditentukan.

Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam
rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen
inovasi proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi
SPBE.

Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat titingkatkan dengan mengintegrasikan atas
layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan
mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan reviu fungsi Tim Koordinasi
SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
Penyelarasan stargegi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam
penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatn teknologi, optimasi platform
online, peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan
informasi publik dapat meningkat.

Mendorong peningkatansingle data dan big datacentre yang terintegrasi, sehingga akan
mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan,
indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah
direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap
meningkatkan koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.

Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola
data statistic sektoral

10) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman

melalui Digitalent Kominfo.
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BAB |
PENDAHULUAN

1. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas

BAB | berisi :
o Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025
1.1 Pohon Kinerja,
Cascading Kinerja, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
Crosscutting Kinerja dan 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerjalnstansi Pemerintah,

Struktur Organisasi Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang

1.2 Fungsi dan Tugas dan . . L . o
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Peta Jabatan

1.3 Isu-Isu Strategis Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran

1.4 Dukungan SDM, Sarana Bupati Cirebon Nomor: 000.8.6.3/4/SETDA tanggal 13 Januari 2026
Prasarana dan Anggaran

1.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP
Tahun 2024 ex post
Tahun 2023

tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]IP)
Perangkat Daerah Tahun 2025.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuahke

pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika
Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah
danseharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2. Mendorong Dinas Komunikasi dan Informatika didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara
baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan
dandapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk

meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika di

dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1 Pohon Kinerja, Cascading Kinerja, Crsscuting Kinerja dan Struktur

Organisasi

1.1.1 Pohon Kinerja, Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Perangkat
Daerah
Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang
diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, setiap Perangkat Daerah dibentuk untuk memberika
nkontribusi pada pencapaianvisi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon  Nomor 6 Tahun 2021 tentangPerubahan Rencana

, LGIP DSKOMNFOTAHLN 2025 -~

R




Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut.

Gambar 1.1 Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Cirebon
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Sumber :Dokumen Pohon Kinerja Diskominfo Tahun 2025

Gambar 1.2 Cascading Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
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Sumber :Dokumen Cascading Diskominfo Tahun 2025




Gambar 1.3 Crosscutting Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
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Sumber :Dokumen Crosscutting Diskominfo Tahun 2025

1.1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandate kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.4 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Diskominfo Kabupaten Cirebon
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Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tata kerja yang telah ditetapkan, Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi berdasarkan Peraturan

Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 sebagai berikut :

Struktur Organisasi

=

Kepala
Sekretariat, terdiri dari:

n

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

b. Subbagian Keuangan dan Aset

3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Teknologi dan Informatika

Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:

a. Seksi Statistik

b. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Diskominfo Kabupaten Cirebon

KEPALA DINAS

SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN KEUANGAN
DAN ASET

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

DANM JABATAN PELAKSAMA

1.2 Tugas dan Fungsi dan Peta Jabatan

SEKSI STATISTIK

SEKSI APLIKASI KEAMAMNAN
DAN PERSANDAIM

Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon. Sebagai tindak lanjut dari peraturan

tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tugas Pokok

“Melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang

persandian yang menjadi kewenangan Daerah.”
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Fungsi:

a. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang
persandian;

b. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;

c. pengelolaan aplikasi informatika;

d. pengelolaan statistik sektoral;

e. penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;

f. Pelaksanaan dan pelaporan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang
Persandian;

g. pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi dan Informatika;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas danfungsinya.

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana instansi tersebut mampu menemukan
mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum
isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang
melingkupi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.

2. Masih rendahnya diseminasi informasi mengenai kebijakan dan hasil Pembangunan daerah dalam
mendukung keterbukaan informasi publik.

3. Mewujudkan Satu Data Kabupaten Cirebon untuk mengintegrasikan dan mengelola data dari
berbagai sumber menjadi satu sistem yang terintegrasi, akurat, dan terkini.

4. Kurangnya pemahaman serta kesadaran keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah

1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 55 orang Pegawai Negeri Sipil dan PPPK, yang
memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai
pendukung organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam
urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Jabatan Pimpinan Tinggi
Kepala Dinas 1 1 1
B. | Jabatan Administrasi
1. Administrator 4 1 3 2 2
2. Pengawas 4 2
3. Pelaksana 7 2 3 2 4
C. | Jabatan Fungsional 18 16 2 13
D. | PPPK Penuh Waktu 14 9 5 11
E. PPPK Paruh Waktu 7 3 4 7
Jumlah 55 4 35 5 11 42 13

Sumber : Data Kepegawaian Diskominfo Kabupaten Cirebon, Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel 1.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang
pendidikan S2 sebanyak 4 orang (7,27%), disusul jenjang pendidikan S1 sebanyak 35 orang (63,63%),
D3 5 orang (9,09%), SLTA 11 orang (20%). Komposisi pegawai laki-laki lebih banyak dibanding pegawai




perempuan; untuk jabatan struktural hamper sama banyak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini
menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Jumlah ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 55 pegawai. Yang
terbagi PNS dan PPPK di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon berdasarkan data

terakhir Bulan Desember 2025 diinformasikan pada tabel berikut sebagai berikut :

Tabel 1.2 Perbandingan Pegawai ASN PNS dan PPPK Tahun 2025

1. | PNS 26 47,27
2. | PPPK Penuh Waktu 22 40,00
3. | PPPK Paruh Waktu 7 17,73

Jumlah Total 55 100

Sumber : Data KepegawaianDiskominfoKabupaten Cirebon, Desember2025

Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang
pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang ada
saat ini berupa kantor ada 4 unit:

a. Gedung Utama di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang ditempati Sekretariat, Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik, dan Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Desk Informasi
Publik, aula Diskominfo, Mushola

b. Gedung Data Center di jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber yang terdiri dari 2 lantai yaitu lantai 1
yang ditempati Bidang teknologi Informatika, Ruang Rapat sedangkan lantai 2 merupakan ruang
server dan Ruangan Learning Center

c. Gedung Komisi Informasi Kabupaten Cirebon di Jalan Sunan Drajat No. 15 Sumber.

Command Center Kabupaten Cirebon di JI. Sunan Kalijaga No.7 Sumber yang berada di Kantor

Bupati Cirebon.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon memiliki sarana penunjang berupa
kendaraan dinas/operasional sejumlah:
a. Kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 1 unit
Sedangkan aset lain berupa sarana parasarana penunjang kegiatan kantor, yang ada di

sekretariat dan bidang-bidang rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025

1.3.1.01.01.04.001 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I. 1
1.3.1.01.01.01.001 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah. 2
| |GcOLONGANPERALATANDANMESN [ | |
1.3.2.01.03.04.001 Transportable Generating Set. 2
1.3.2.01.03.04.002 Portable Generating Set. 1
1.3.2.01.03.04.003 Stationary Generating Set. 1
1.3.2.03.02.07.003 Bor. 1
1.3.2.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal. 27
1.3.2.05.01.04.002 Lemari Kayu. 6




1.3.2.05.01.04.003 Rak Besi. 16
1.3.2.05.01.04.004 Rak Kayu. 1
1.3.2.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi. 8
1.3.2.05.01.04.007 Brandkas. 1
1.3.2.05.01.04.026 Lemari Sorok. 3
1.3.2.05.01.04.027 Lemari Kaca. 2
1.3.2.05.01.05.002 CCTV - Camera Control Television System. 51
1.3.2.05.01.05.008 Copy Board/Elektric White Board. 1
1.3.2.05.01.05.010 Alat Penghancur Kertas. 1
1.3.2.05.01.05.027 Alat Pengaman / Sinyal. 7
1.3.2.05.01.05.043 LCD Projector/Infocus. 2
1.3.2.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu. 4
1.3.2.05.02.01.005 Sice. 1
1.3.2.05.02.01.008 Meja Rapat. 27
1.3.2.05.02.01.014 Meja Resepsionis. 3
1.3.2.05.02.01.024 Meja 1/2 Biro. 34
1.3.2.05.02.01.030 Kursi Rapat. 142
1.3.2.05.02.01.031 Kursi Tamu. 5
1.3.2.05.02.01.032 Kursi Putar. 44
1.3.2.05.02.01.039 Meja Komputer. 26
1.3.2.05.02.01.048 Sofa. 5
1.3.2.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput.

1.3.2.05.02.04.001 Lemari Es. 1
1.3.2.05.02.04.004 AC Split. 42
1.3.2.05.02.04.007 Exhause Fan. 14
1.3.2.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur).

1.3.2.05.02.05.009 Tabung Gas. 2
1.3.2.05.02.06.001 Radio. 1
1.3.2.05.02.06.002 Televisi. 28
1.3.2.05.02.06.007 Loudspeaker. 3
1.3.2.05.02.06.008 Sound System. 7
1.3.2.05.02.06.012 Wireless. 6
1.3.2.05.02.06.014 Microphone. 9
1.3.2.05.02.06.018 Unit Power Supply. 7
1.3.2.05.02.06.021 Camera Video. 1
1.3.2.05.02.06.022 Camera film. 1
1.3.2.05.02.06.036 Tangga Aluminium. 3
1.3.2.05.02.06.039 Mimbar/Podium. 1
1.3.2.05.02.06.048 Handy Cam. 1
1.3.2.05.02.06.058 Vertikal Blind. 20
1.3.2.05.02.07.001 Alat Pemadam /Portable. 19
1.3.2.05.03.01.005 Meja Kerja Pejabat Eselon III. 4
1.3.2.05.03.01.006 Meja Kerja Pejabat Eselon IV. 1
1.3.2.05.03.01.008 Meja Kerja Pegawai Non Struktural. 10
1.3.2.05.03.03.004 Kursi Kerja Pejabat Eselon II.

1.3.2.05.03.03.005 Kursi Kerja Pejabat Eselon III. 12
1.3.2.05.03.03.008 Kursi Kerja Pegawai Non Struktural. 1
1.3.2.05.03.07.004 Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II. 2
1.3.2.06.01.01.002 Audio Mixing Portable. 2
1.3.2.06.01.01.025 Audio Visual. 1
1.3.2.06.01.01.036 Microphone/Wireless MIC. 40
1.3.2.06.01.01.056 Blank Panel. 10
1.3.2.06.01.01.090 Digital LED Running Text. 1
1.3.2.06.01.02.012 Video Monitor. 1
1.3.2.06.01.02.015 Video Mixer. 1
1.3.2.06.01.02.045 Tripod Camera. 3
1.3.2.06.01.02.060 Camera Film. 2
1.3.2.06.01.02.061 Lensa Kamera. 4
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1.3.2.06.01.02.105

Layar Film/Projector.

1.3.2.06.01.02.126 Camera Digital. 10
1.3.2.06.01.02.163 Camera Conference. 1
1.3.2.06.01.05.038 GPS Receiver. 3
1.3.2.06.01.05.047 Kamera Udara. 1
1.3.2.06.02.01.003 Pesawat Telephone. 1
1.3.2.06.02.01.010 Facsimile. 1
1.3.2.06.02.06.002 Wireless Amplifier. 2
1.3.2.06.02.08.043 Alat Jamming Frekuensi. 3
1.3.2.06.03.20.001 Self Supporting Tower. 6
1.3.2.10.01.02.001 PC Unit. 67
1.3.2.10.01.02.002 Lap Top. 19
1.3.2.10.01.02.003 Note Book. 4
1.3.2.10.01.02.009 Tablet PC. 1
1.3.2.10.02.01.012 Hard Disk. 1
1.3.2.10.02.02.001 Card Reader (Peralatan Mini Komputer). 31
1.3.2.10.02.03.002 Monitor. 2
1.3.2.10.02.03.003 Printer (Peralatan Personal Komputer). 26
1.3.2.10.02.03.004 Scanner (Peralatan Personal Komputer). 12
1.3.2.10.02.03.017 External/ Portable Hardisk. 6
1.3.2.10.02.04.001 Server. 33
1.3.2.10.02.04.002 Router. 13
1.3.2.10.02.04.003 Hub. 4
1.3.2.10.02.04.014 Rak Server. 7
1.3.2.10.02.04.015 Firewall. 1
1.3.2.10.02.04.020 CAT 6 Cable. 6
1.3.2.10.02.04.021 Kabel UTP. 1
1.3.2.10.02.04.023 Wireless Access Point. 4

Microwave /Parabolic.

1.3.3.01.01.01.001 Bangunan Gedung Kantor Permanen. 5
1.3.3.01.01.13.001 Gedung Pos Jaga Permanen. 1
1.3.3.01.01.33.002 Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen. 1
1.3.3.01.01.36.001 Taman Permanen. 1
1.3.3.03.01.03.002 Bangunan Menara Radio. 2
1.3.3.03.01.03.005 | Bangunan Menara Antena 16

1.3.3.04.01.04.001

Pagar Permanen.

1.3.4.03.07.01.004

Instalasi Komunikasi Elektronik (KOMLEK).

44

1.3.4.04.02.01.002

Jaringan Transmisi Tegangan 100 S/D 300
KVA.

1.3.4.04.03.01.001

Jaringan Telepon Diatas Tanah Kapasitas
Kecil.

1.3.5.01.01.01.003

Ilmu Pengetahuan Umum.

10

1.3.5.01.02.01.002

Video.

1.5.3.01.01.05.001

Software.

27

1.5.3.01.01.06.001

Kajian.

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset Diskominfo, Desember 2025




Anggaran

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas
Komunikasi dan Informatika pada tahun 2025 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada anggaran
murni Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan alokasi anggaran sebesar
Rp.16.084.475.448,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.15.422.176.548,00 yang di dalamnya
meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 4.738.940.208,00 dan belanja barang dan jasa
Rp.10.683.236.340,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.662.298.900,00.

Pada perubahan anggaran Tahun 2025 anggaran belanja Dinas Komunikasi dan Informatika
menjadi Rp.17.363.686.848,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp.16.577.693.948,00 yang
didalamnya meliputi belanja pegawai sebesar Rp. 5.361.813.208,00 dan belanja barang dan jasa
Rp.11.215.880.740,00 dan juga terdapat anggaran untuk belanja modal sebesar Rp.785.992.900,00 yang
diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator
sasaran strategis maupun program-program pendukung, yang didukung oleh 5 (lima) program, 10

(Sebelas) kegiatan, dan 34 (tiga puluh tiga) sub kegiatan

ANGGARAN ANGGARAN
Em SEBELUM RUBAHAN SETELAH RUBAHAN BERTAMBA(:LB)ERKURANG

BELAN.IA 16.084.475.448 17.363.686.848 1.279.211.400
BELANJA

m SrET 15.422.176.548 16.577.693.948 1.155.517.400
BELANJA

m PEGAWA| 4.738.940.208 5.361.813.208 622.873.000
BELANJA
BARANG DAN 10.683.236.340 11.215.880.740 532.644.400
JASA

m BELANJA MODAL 662.298.900 785.992.900 123.694.000
BELANJA
MODAL
SERALATAN BAN 662.298.900 785.992.900 123.694.000
MESIN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025
berdasarkan Surat Edaran Bupati Cirebon Nomor: 000.8.6.3/4/SETDA tanggal 13 Januari 2026
tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah
sebagai berikut :
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RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB | . PENDAHULUAN
Bab ini akan menjabarkan tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LK]IP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah, Potensi yang menjadi ruanglingkup Perangkat Daerah dan Sistematika penulisan LKjIP .

BAB Il . PERENCANAAN KINERJA

Bab ini disajikan tentang gambaran singkat mengenai perencanaan strategis, perjanjian kinerja, dan
rencana anggaran. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih
Perangkat Daerah pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan
misi Kepala Daerah.

BAB Ill. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas
kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja
secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah
antisipatif yang akan diambil. Pada bagian disajikan pula perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional/sejenis.

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan,permasalahan
dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja  Perangkat Daerah  yang
bersangkutan serta strategi pemecahan masalah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

A. PERENCANAAN KINERJA

1. | Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan
kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun SUDAH DITINDAK LANJUTI
belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana
Aksi
B. PENGUKURAN KINERJA

2. | Setiap Level organisasi melakukan pemantuan
atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya SUDAH DITINDAK LANJUTI
secara berjenjang namun belum tersedianya

dokumen Iaioran tim kerja

C. PELAPORAN KINERJA

3. | Informasi dalam laporan kinerja selalu
mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organissasi namun belum didukung dengan
Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL
4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan oleh SDM yang memadai hamun
belum tersedianya Bukti Dukung keterlibatan Tim
SPI dalam evaluasi kinerja internal

SUDAH DITINDAK LANJUTI

SUDAH DITINDAK LANJUTI
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BAB Il
PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA

Memasuki Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB Il berisi :

menyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi
2.1 Tujuan, Sasaran dan . . .
) - dan Informatika Tahun 2025-2029. Renstra Komunikasi dan
Indikator Kinerja

Informatika merupakan manifestasi komitmen Dinas Komunikasi
Perangkat Daerah

2.2 Stategi dan Arah dan Informatika dalam  mendukung visi dan  misi
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam RPJMD
2.3 Struktur Program dan Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029. Sebagai bentuk
Kegiatan/Sub pembangunan  berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas
KegiatanTahun 2025 Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari
2.4 Perjanjian Kinerja

kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam
Tahun 2025

2.5 Instrumen Pendukung

dokumen perencanaan periode sebelumnya (2025-2029). RPIJMD

) o Pemerintah Kabupaten Cirebon merupakan dokumen landasan
Capaian Kinerja Tahun

2025 atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun.
Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas
Komunikasi dan Informatika yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan

berkesinambungan.
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2.1Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupaten Cirebon yang ada pada dokumen
Renstra 2025-2029 mengacu pada Visi dan Misi Bupati Cirebon Tahun 2025-2029, yaitu :

Gambar 2.1 Cascading Kinerja Bupati yang diampu Diskominfo Kabupaten Cirebon

VISI
"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis, Aman”

HIDUP BERSIH )
SEHAT PERILAKUNY

\

Memiliki keimanan, taat beribadah dan menunjung nilai-nilai spiritual dalam
aktivitas sehari-hari

=TT TT———- 1 Sasaran RPJMD
Tujuan RPIJMD Meningkatnya maturitas pemerintahan
Meningkatkan Kualitas Sistem berbasis elektronik :
| Pemerintahan Berbasis Elektronik 1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat
dan Akuntabilitas Kinerja Tata daerah
Kelola Pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas Nilai Domain SPBE

3. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik
4. Meningkatnya Pengelolaan dan Layanan

Statistik Sektoral
5. Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan

Keamanan Informasi

Sumber : RPIMD Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2029

Salah satu tujuan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mencapai Visi Bupati Cirebon dan Misi
kesatu yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan
profesional” dengan sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE
Meningkatnya keterbukaan informasi publik

Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral

o > 0N P

Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi




sehingga pemerintahan Kabupaten Cirebon yang diharapkan kedepan adalah pelayanan publik yang
semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi dengan

mengedepankan layanan yang terintegrasi.

Untuk menjalankan tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon menyusun tujuan dan sasaran sesuai dengan implementasi misi kesatu yang

bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel dan profesional.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Tujuan :
Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka

pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah selama Tahun 2025-2029 yaitu:

“Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Akuntabilitas Kinerja Tata

Kelola Pemerintahan’

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan

dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Kinerja Diskominfo Kabupaten CirebonTahun 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Meningkatnya Nilai LKIP Nilai 75,75 | 75,80 | 75,85 | 75,90 | 75,95 | 76.00
akuntabilitas

kinerja Perangkat

Daerah
2. | Meningkatnya Indeks Poin 3,15 3,20 3,25 | 3,30 | 3,35 | 3,40
Kualitas Nilai Domain Tata
Domain SPBE Kelola SPBE
3. | Meningkatnya Indeks Poin 75,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 | 86,00 | 90,00
keterbukaan Keterbukaan
informasi publik Informasi
Publik
4. | Meningkatnya Indeks Poin 2,92 2,95 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30

pengelolaan dan Pembangunan
layanan statistik Statistik (IPS)

sektoral
5. | Meningkatnya Indeks Poin 550 600 625 650 675 700
Pengelolaan Keamanan
Persandian dan Informasi
Keamanan (KAMI) V.5
Informasi
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2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Serta Program, Kegian dan Sub Kegiatan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan

bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi
organisasi.
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Meninngkatkan Kualitas
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Akuntabilitas
Kinerja Tata Kelola
Pemerintahan

Tabel 2.2 Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Diskominfo Kabupaten Cirebon

akuntabilitas
kinerja
Perangkat
Daerah

Meningkatnya

Peningkatan kualitas
pelayanan perencanaan dan
pelaporan Dinas

Peningkatan kesesuaian
laporan kinerja dan laporan
keuangan Dinas

Peningkatan ketersediaan data

dan informasi Dinas

Peningkatan kesesuaian
Perencanaan Daerah dan
Perencanaan Dinas

Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
keuangan Dinas

Peningkatan akurasi dan
kecepatan dalam pengelolaan
keuangan Dinas

Peningkatan kualitas dan
kuantitas sarana dan
prasarana kerja yang sesuai
standar

Pemeliharaan sarana dan
prasarana kerja untuk
mendukung kinerja pegawai

Pengadaan sarana dan
prasarana kerja untuk
mendukung kinerja pegawai

PROGRAM
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

* Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

* Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

* Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

* Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD

* Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

* Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
* Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

* Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

* Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

* Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD
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* Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

* Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD
* Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

* Pengadaan Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapannya

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

* Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

* Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

* Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga

* Penyediaan Bahan Logistik
Kantor

* Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

* Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

* Penyediaan Bahan/Material

* Fasilitasi Kunjungan Tamu

* Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

* Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan




* Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

* Pengadaan Mebel

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

* Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

* Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

* Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

* Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

* Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

* Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Meningkatkan
Kualitas Nilai
Domain
SPBE

Peningkatan Kualitas Tata
kelola SPBE

Meningkatnya kualitas
Layanan publik dan
Pemerintahan berbasis TIK

Peningkatanya Kulaitas
Layanan SPBE

Meningkatnya Tata kelola
Sistem Pemerintahan Berbasis
elektronik

Peningkatan Kualitas
Manajeman SPBE

Meningkatnya Kualitas
Manajeman Sistem
pemerintahan Berbasis
elektronik

PROGRAM APLIKASI
INFORMATIKA

Pengelolaan e-government
Di Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

* Koordinasi pelaksanaan
Manajemen SPBE

* Penyelenggaraan Jaringan Intra
Pemerintah Daerah Kab/Kota

* Koordinasi pembangunan
dan/atau pengembangan Aplikasi
Khusus yang sesuai dengan
arsitektur dan peta rencana SPBE
pemerintah daerah, serta
pemanfaatan Aplikasi Umum
SPBE
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Penyelenggaraan pusat kendali
Pemerintah Daerah
* Koordinasi dan Fasilitasi Promosi
Literasi SPBE dan/atau kolaborasi
penyelenggaraan SPBE
* Koordinasi penyusunan
kebijakan tata kelola SPBE
meliputi arsitektur, peta rencana,
proses bisnis, serta penyusunan
rencana dan anggaran SPBE
Pemerintah Daerah
Meningkatnya | Peningkatan kualitas tata | Penyusunan regulasi tata PROGRAM INFORMASI Pengelolaan Informasi dan * Relasi Media
keterbukaan kelola informasi dan kelola pengelolaan DAN KOMUNIKASI Komunikasi Publik
informasi komunikasi publik informasi dan komunikasi PUBLIK Pemerintah Daerah
publik publik Kabupaten/Kota
Peningkatan kualitas Peningkatan kualitas * Kemitraan Komunikasi dengan
pelayanan informasi dan pengelolaan pengaduan Komunitas Informasi Masyarakat
komunikasi publik masyarakat atas
melalui berbagai media penyelenggaraan pelayanan
komunikasi publik Penyediaan
dukungan terhadap
kelembagaan Komisi
Informasi
Penyelenggaraan Hubungan * Dukungan Administratif,
Masyarakat Keuangan, dan Tata Kelola Komisi
Informasi di Daerah dalam Rangka
Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik
Peningkatan pemantauan * Pelayanan Informasi Publik
Opini dan Aspirasi Publik
* Sosialisasi Peraturan Bidang
Informasi dan Komunikasi Publik
\




* Monitoring Informasi Kebijakan,
Opini, dan Aspirasi Publik

* Pengelolaan Media Komunikasi
Publik
* Penyusunan Konten

* Penguatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Komunikasi Publik

Meningkatnya | Peningkatan ketersediaan | Meningkatkan kepercayaan | PROGRAM Penyelenggaraan Statistik * Pengelolaan Kegiatan Statistik
pengelolaan data dan informasi pengguna data sektoral PENYELENGGARAAN Sektoral di Lingkup Daerah | Sektoral Dalam Sistem Statistik
dan layanan statistik sektoral yang terhadap kualitas data yang | STATISTIK SEKTORAL Kabupaten/Kota Nasional
statistik tervalidasi dan disajikan * Peningkatan Kualitas Statistik
sektoral terverifikasi Sektoral

* Pelaksanaan Proses Bisnis
Statistik Sektoral Sesuai Standar

* Koordinasi dan Kolaborasi
Dalam Penyelenggaraan Statistik
Sektoral

Meningkatnya | Peningkatan kualitas tata | Optimasi penerapan, PROGRAM Penyelenggaraan Persandian | * Pengelolaan Sumber Daya
Pengelolaan kelola penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan PENYELENGGARAAN Untuk Pengamanan Keamanan Informasi dan
Persandian keamanan informasi dan perbaikan berkelanjutan PERSANDIAN UNTUK Informasi Pemerintah Persandian Pemerintah Daerah
dan persandian SNI ISO/IEC 27001 PENGAMANAN Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Analisis Kebutuhan
Keamanan INFORMASI

Informasi

Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten Cirebon
(Elektronik dan Non
Elektronik)

* Penyediaan Layanan Keamanan
Informasi dan Persandian
Pemerintah Daerah

* Penetapan Kebijakan Tata Kelola
Keamanan Informasi dan
Persandian Pemerintah Daerah
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Penetapan Pola Hubungan
Komunikasi Sandi Antar
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota

* Operasionalisasi Layanan
Keamanan Informasi dan
Persandian Pemerintah Daerah




2.3 Struktur Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Beriku tialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Cirebon Pada

Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Terkait Langsung Pencapaian SasaranTahun 2025

Anggaran Anggaran Bertambah/
) . Setelah
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Berkurang
Perubahan (Rp.) AU (Rp.)
) (Rp.) )
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat | pPROGRAM PENUNJANG URUSAN
Daerah PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
1 | Perencanaan, Penganggaran, dan 218.058.000 208.527.700 -9.530.300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11 Penyusunan Dokumen 124.236.400 109.257.900 -14.978.500
Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan
1.2 Laporan Capaian Kinerja dan 93.821.600 99.269.800 5.448.200
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2 | Administrasi Keuangan Perangkat 4.870.372.308 | 5.498.584.308 |  628.212.000
Daerah
2.1 i‘;:lyed'aa“ Gaji dan Tunjangan 4.738.940.208 | 5.361.813.208 |  622.873.000
Koordinasi dan Penyusunan
2.2 Laporan Keuangan Akhir Tahun 16.275.000 16.275.000 0
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan
23 Laporan Keuangan 115.157.100 120.496.100 5.339.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
3 | Keeiatan Administrasi 53.040.000 53.040.000 0
Kepegawaian Perangkat Daerah
31 Per}gadaan Pakaian Dinas beserta 53.040.000 53.040.000 0
Atribut Kelengkapannya
4 | Administrasi Umum Perangkat 356.255.800 315.011.100 -41.244.700
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi
4.1 Listrik/Penerangan Bangunan 8.259.700 5.771.000 -2.488.700
Kantor
4.2 Penyediaan Peralatan dan 124.098.000 147.484.000 23.386.000
Perlengkapan Kantor
43 Penyediaan Peralatan Rumah 44.340.400 42.546.200 -1.794.200
Tangga
4.4 Penyediaan Barang Cetakan dan 16.004.000 11.202.700 -4.801.300
Penggandaan
45 Penyediaan Bahan Bacaan dan 28.675.800 27.675.800 -1.000.000
Peraturan Perundang-undangan
4.6 Penyediaan Bahan/Material 50.893.000 36.764.200 -14.128.800
4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.500.000 3.825.000 -675.000
48 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 79.484.900 39.742.200 -39.742.700
dan Konsutasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang
6 . 937.571.200 937.571.200 0
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi,
6.1 Sumber Daya Air dan Listrik 577.571.200 577.571.200 0
6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 360.000.000 360.000.000 0
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
7 | Penunjang Urusan Pemerintahan 79.415.000 55.955.000 -23.460.000
Daerah




Sasaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran
Sebelum
Perubahan (Rp.)

Anggaran
Setelah
Perubahan

(Rp.)

Bertambah/
Berkurang
(Rp.)

7.2

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

2.015.000

2.015.000

7.3

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya

26.400.000

26.400.000

7.4

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan BangunanLainnya

51.000.000

27.540.000

-23.460.000

Meningkatnya keterbukaan informasi publik

PROGRAM INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK

Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2.683.979.200

2.919.919.200

235.940.000

11

Relasi Media

1.035.183.800

1.032.232.400

-2.951.400

1.2

Kemitraan Komunikasi dengan
Komunitas Informasi Masyarakat

98.527.100

78.143.100

-20.384.000

13

Dukungan Administrasi Keuangan,
dan Tata Kelola Komisi Informasi di
Daerah dalam Rangka Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik

317.347.000

321.265.400

3.918.400

1.4

Pelayanan Informasi Publik

786.549.000

664.714.700

-121.834.300

1.5

Monitoring Informasi Kebijakan,
Opini, dam Aspirasi Publik

240.000.000

240.000.000

1.6

Pengelola Media Komunikasi Publik

432.233.400

432.233.400

1.8

Penyusunan Konten

206.372.300

151.330.200

-55.042.100

Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE

PROGRAM APLIKASI
INFORMATIKA

Pengelolaan e-government Di
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

6.436.590.140

6.918.254.040

481.663.900

2.1

Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di
lingkungan Pemda

157.777.500

2.2

Penyelenggaraan pusat kendali
Pemerintah Daerah

2.079.061.840

137.696.000

2.071.055.240

-20.081.500

-8.006.600

23

Pembangunan dan/atau
Pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan arsitektur dan
peta rencana SPBE pemerintah
daerah

488.830.000

662.346.000

173.516.000

2.4

Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah
Daerah

200.000.000

249.950.000

49.950.000

2.5

Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Kabupaten atau
Kota Cerdas

87.799.800

71.896.000

-15.903.800

2.6

Penyelenggaraan Jaringan Intra
Pemerintah DaerahKab/Kota

3.423.121.000

3.725.310.800

302.189.800

Meningkatnya pengelolaan dan layanan

statistik sektoral

PROGRAM PENYELENGGARAAN
STATISTIK SEKTORAL

Penyelenggaraan Statistik Sektoral
di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

329.467.900

360.188.800

30.720.900




Penyelenggaraan Statistik Sektoral
1.1 yang sesuai dengan Prinsip Satu
Data Indonesia

329.467.900 360.188.800 30.720.900

PROGRAM PENYELENGGARAAN
PERSANDIAN UNTUK
PENGAMANAN INFORMASI

Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan
Keamanan Informasi

Penyelenggaraan Persandian
Untuk Pengamanan Informasi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan Keamanan
1.1 informasi pemerintah daerah
kab/Kota

119.725.900 96.635.500 -23.090.400

119.725.900 96.635.500

il e ] i

-23.090.400

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari
yang lebih tinggi yang lebih
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja,

pimpinan instansi kepada pimpinan instansi rendah untuk
terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah
atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan

anggaran.

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan Perubahan Perjanjian
Kinerja dikarenakan karena adanya perubahan anggaran yang tercantum dalam DPA Perubahan.

Berikut Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

1. Meningkatnya Kualitas Nilai Indeks Domain Tata Kelola Poin 297 6.918.254.040
Domain SPBE
Aplikasi informatika Nilai Penyelenggaran TIK Persen 94 6.918.254.040
Meningkatnya keterbukaan Indeks Keterbukaan Informasi Poin 57 2.919.919.200
informasi publik Publik
Informasi dan komunikasi publik Persentase masyarakat yang menjadi | Persen 80 2.919.919.200
sasaran penyebaran informasi publik,
mengetahui kebijakan dan program
prioritas pemerintah dan pemerintah
daerah
Meningkatnya pengelolaan dan | Indekas Pembanginan Statistik Persen 90 360.188.800
layanan statistik sektoral (IPS)
Penyelenggaraan statistik Persentase perangkat daerah yang Persen 80 360./188.800
sektoral memiliki ketersediaan data sesuai
dengan prinsip satu data indonesia
Meningkatkan Pengelolaan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Poin Level 2 96.635.500
Persandian dan Kamanan
Informasi
Penyelenggaraan persandian untuk | Tingkat Maturitas Penanganan Persen 2,8 96.635.500
pengamanan informasi Insiden
Meningkatkan akuntabilitas Nilai LKIP Poin 75,75 7.068.689.308
kinerja perangkat daerah
Penunjang urusan pemerintahan Indeks Kepuasan Masyarakat Persen 90,50 1.305.622.300
daerah kabupaten/kota Diskominfo
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Persentase sarana dan prasarana Persen 100

dalam kondisi baik

55.955.000

Persentase pelaporan capaian kinerja | Persen 100
dan keuangan yang tepat waktu dan
sesuai peraturan perundang-

undangan

5.498.584.308

Persentase dokumen perencanaan Persen 100
yang tepat waktu dan sesuai

peraturan perundang-undangan

208.527.700

2.4.1 Anggaran Tahun 2025

Pada Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 15.422.176.548,00. Melalui mekanisme
perubahan APBD 2025 menjadi Rp. 17.363.686.848,00, dengan

Rp. 16.577.693.948,00 dan belanja modal Rp. 785.992.900,00.

rincian belanja operasi

2.4.2 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.5 Target Belanja DiskominfoTahun 2025

5. BELANJA DAERAH 17.363.686.848
5.1. BELANJA OPERASI 16.577.693.948
5.1.01. BELANJA PEGAWAI 5.361.813.208
5.1.02. BELANJA BARANG DAN JASA 11.215.880.740
5.2. BELANJA MODAL 785.992.900
5.2.02. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 785.992.900

JUMLAH BELANJA 17.363.686.848

Sumber : DPPA Diskominfo Kabupaten Cirebon 2025

2.4.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berikut alokasi anggaran per sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Cirebon Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran per Sasaran

1 Meningkatkan Kualitas Nilai 6.918.254.040 39,84 Didukung oleh 1 (satu) program :
Domain SPBE e Program Aplikasi Informatika
2 Meningkatnya keterbukaan 2.919.919.200 16,81 Didukung oleh 1 (satu) program :
informasi publik e Program Informasi dan
Komunikasi Publik
3 Meningkatnya pengelolaan dan 360.188.800 2,07 Didukung oleh 1 (satu) program :
layanan statistik sektoral e Program Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
4 Meningkatkan Pengelolaan 96.635.500 0,55 Didukung oleh 1 (satu) program :
Persandian dan Keamanan e Program Penyelenggaraan
Informasi Persandianuntuk
Pengamanan Informasi
5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 7.068.689.308 40,70 Didukung oleh 1 (satu) program :
Perangkat Daerah e Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/kota

Sumber :AplikasiSimonek DiskominfoTahun2025




2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

1. Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah aplikasi sakip.cirebonkab.go.id dalam rangka memudahkan
proses pemantauan dan pengendalian kinerja unit kerja di lingkubngan pemerintah Kabupaten Cirebon

dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja.

Gambar 2.2 Aplikasi E-SAKIP
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2. Aplikasi E-Kinerja BKN merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan aparatur
dalam menginput kegiatan/pekerjaan dan membuat Laporan. Disamping itu aplikasi ini diharapkan

mampu menjadi salah satu instrument pendukung bagi pimpinan dalam mengambil Keputusan

terkait kinerja pegawai, unit dan satuan kerja.

Gambar 2.3 Aplikasi e-kinerja BKN
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3. Aplikasi Simonek merupakan aplikasi Pengelolaan data kinerja dan pengukuran kinerja pada
masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara terpusat dan berkala setiap bulannya

menggunakan aplikasi/system informasi berbasis web yaitu melalui simonek.cirebonkab.go.id

Gambar 2.4 Aplikasi Simonek
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4. Aplikasi E-Perencanaan merupakan sistem perencanaan yang menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi (TIK) untuk mendukung proses perencanaan yang lebih efektif, efisien, dan
transparan untuk mendukung pengelolaan anggaran dengan menggunakan sistem pengelolaan
anggaran mempergunakan aplikasi/system informasi berbasis web yaitu melalui
perencanaan.cirebonkab.go.id

Gambar 2.5 Aplikasi E-Perencanaan
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5. Aplikasi SIPD merupakan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) adalah sistem informasi
yang digunakan untuk mendukung proses Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengelolaan

Pembangunan Daerah, termasuk Pengelolaan Anggaran, Waktu, dan Sumberdaya.

Gambar 2.6 Aplikasi SIPD
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon Tahun 2025 yang telah disepakati.
Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk
mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data
yang

keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan

kinerja hasilnya akan memberikan Gambaran

sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan
kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan Tingkat

capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

1 91 <100 Sangat Tinggi

2 76 <90 Tinggi Hijau Muda

3 66 <75 Sedang Kuning Tua

4 51 <65 Rendah Kuning Muda

; <%0 Sangat Rendan S

Sumber :Permendagri No 86 Tahun 2017, Hal. 495

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon dilakukan

pengukuran kinerjanya dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator

kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Utama Tahun 2025

Meningkatkan Kualitas
Nilai Domain SPBE

Indikator:

Indeks Domain Tata Kelola
Indeks Domain Layanan SPBE
Indeks Domain Manajeman SPBE

Meta Indikator :
Nilai domain tata kelola SPBE
yang dikeluarkan Kemenpan RB

3.15 poin

3.73 poin

2 Meningkatnya keterbukaan
informasi publik

Indikator:
Indeks Keterbukaan Informasi
Publik

Meta Indikator :

Nilai keterbukaan informasi publik
yang dikeluarkan oleh Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat

75 poin

90 poin 120




3 Meningkatnya Indikator: 80% 90,4% 113
pengelolaan dan layanan | Persentase pengelolaan dan
statistik sektoral layanan statistik sektoral

Meta Indikator :

Hasil pengolahan data mandiri
yang terdiri dari capaian dokumen
yang telah disusun dan capaian
keterisian data statistic sektoral

4 Meningkatkan Pengelolaan | Indikator: Level 2 Level 2 100
Persandian dan Keamanan Indeks Keamanan Informasi
Informasi

Meta Indikator :
Nilai hasil penilaian mandiri terkait
Tingkat kesiapan keamanan

informasi
5 Meningkatnya Indikator: 70,75 75,70 106,99
akuntabilitas kinerja Nilai LKIP Nilai Nilai

Perangkat Daerah
Meta Indikator :
Hasil survei kepuasan aparatur
terkait layanan

Sumber :Simonek Tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, terdapat 5 (lima) sasaran strategis Dinas Komunikasi dan
Informatika dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaranya itu Indeks Domain Tata Kelola SPBE, Indeks
Keterbukaan Informasi Publik, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral, Indeks
Keamanan Informasi dan Nilai LKIP. Pada tahun 2025 ini, 5 (lima) indikator telah memenuhi target yang
ditetapkan atau sebesar (= 100%). Indikator yang telah memenuhi target adalah Indeks Domain Tata
Kelola SPBE dengan capaian sebesar 119,04%, Indeks Keterbukaan Informasi Publik dengan capaian
sebesar 120%, Persentase Pengelolaan dan Layanan Data Statistik Sektoral dengan capaian sebesar
113%. Indeks Keamanan Informasi dengan capaian sebesar 100%, dan Nilai LKIP dengan capaian
sebesar 106,99%. Analisis untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diuraikan melalui pencapaian indikator kinerja masing-masing
sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut :

3.2.1 Sasaran Strategis ke-1

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Nilai Domain
SPBE

Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi

merupakan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
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teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam
Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan
Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat
SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien,
efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan
SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk
mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah
Kabupaten Cirebon. Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di
Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan
tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Agar
penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dengan
pedoman pada evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi SPBE dan

dukungan oleh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Tolok ukur sasaran “Meningkatkan Nilai Domain Tata Kelola SPBE”, diukur oleh 1 (satu)

indikator yaitu Indeks Domain Tata Kelola, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Formulasi Perhitungan Sasaran 1

Meningkatkan Kualitas Nilai Domain SPBE Indeks Domain Tata Hasil assessment dan
Kelola _ Yjawaban x bobot observasi dari Kemenpan
~ Ypertanyaan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika

tahun 2025 pada sasaran ini menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Indeks Domain Tata 3.75 poin

Nilai Domain SPBE Kelola

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategisl “meningkatnya Nilai Domain Tata Kelola
SPBE” dengan indikator sasaran “Indeks Domain Tata Kelola” tahun 2025 dengan target 3.15 poin
dan terealisasi 3.75 poin sehingga tercapai sebesar 119,04%. Kondisi ini dapat dikatakan termasuk

kategori sangat tinggi dan kinerja berjalan sesuai dengan rencana.
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun

Sebelumnya
Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Indeks Domain . 109,58 119,04 9,47
Kualitas Nilai Tata Kelola poin poin
Domain SPBE

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” diukur
melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun

sebelumnya, realisasi kinerja sama sebesar 3.20 poin dan capaian kinerja naik 9,47%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

3,15 poin 119,04

Meningkatnya Kualitas Nilai Indeks Domain Tata 3,75 poin
Domain SPBE Kelola

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE”
diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola. Pada target akhir Renstra, realisasi
mengenai Indeks Domain Tata Kelola SPBE sebesar 3,75 poin, sementara target akhir Renstra

adalah 3.15 poin, maka kinerja tercapai 119,04%, sehingga memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar
Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/lnstansi Sejenis yang

Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “Meningkatnya Kualitas
Nilai Domain SPBE” dengan indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola tidak dapat dibandingkan
dengan standar nasional/lRPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang
setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.
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E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran SPBE ini adalah

menigkatkan program aplikasi informatika khususnya pelaksanaan SPBE di Kabupaten Cirebon.

Kondisi lainnya yang mendukung keberhasilan capaian kinerja ini yaitu:

1. Aspek kebijakan internal tata Kelola SPBE : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui
Diskominfo telah Menyusun dokuemen arsitektur dan peta rencana SPBE yang merupakan
dokumen perencanaan Pembangunan yang berkaitan dengan digitalisasi pemerintahan
khususnya di Kabupaten Cirebon.

2. Aspek layanan publik berbasis elektronik : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah
menerapkan sistem interoprabilitasi sistem dan juga menggunakan layanan aplikasi umum yang
digunakan secara Nasional, sehingga konsep kebijakan pemerintah pusat dengan daerah dapat
berjalan secara dinamis.

3. Aspek kebijakan SPBE : dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan
penyelenggaraan SPBE secara terkoordinir secara baik dikarenakan peran dari TIM SPBE
sudah tersusun dengan baik.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” diukur
melalui 1 indikator yaitu Indeks Domain Tata kelola dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Sasaran 1

1 Meningkatnya Indeks Domain 3.15 3,75 119,04 6.918.254.040 | 6.896.872.210 99,69 1,89 Efisien
Kualitas Nilai Domain Tata Kelola
SPBE

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 119,04% dan capaian
keuangan sebesar 99,69% dan tingkat efisiensi 1,89. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini
dikategorikan efisien.

G. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-1
Dalam mencapai sasaran strategis ke-1 ini didukung oleh 1 (satu) program 1 (dua) kegiatan
dan 6 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 6.918.254.040,00 atau 39,84% dari
anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.896.872.210,00 atau

99,69% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp. 21.381.830,00.
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Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 1

| PROGRAM APLIKASI 6.918.254.040 6.896.872.210 | 99,69 100 21.381.830 0,31
INFORMATIKA

1 Kegiatan Pengelolaan
e-government Di 6.918.254.040 6.896.872.210 | 99,69 100 21.381.830 031

Lingkup Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota

1.1 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE 137.696.000 137.062.748 | 9954 100 633.252 0,46
di lingkungan Pemda
1.2 | Penyelenggaraan pusat kendali 2.071.055.240 2.060.744.259 | 99,50 100 10310981 | 050

Pemerintah Daerah

1.3 Pembangunan dan/atau
Pengembangan Aplikasi Khusus
yang sesuai dengan arsitektur
dan peta rencana SPBE
pemerintah daerah

1.4 Penyelenggaraan Sistem
Penghubung Layanan
Pemerintah Daerah

1.5 | Koordinasi dan Fasilitasi
Penyelenggaraan Kabupaten
atau Kota Cerdas

1.6 | Penyelenggaraan Jaringan Intra 3.725.310.800 3719521143 | 99,84 100 5.789.657 0,16
Pemerintah Daerah Kab/Kota

662.346.000 660.038.060 99,65 100 2.307.940 0,35

249.950.000 249.750.000 99,92 100 200.000 0,08

71.896.000 69.756.000 97,02 100 2.140.000 2,98

Berikut dokumentasi kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini dengan

ditunjang infrastruktur yang cukup memadai.
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3.2.2 Sasaran Strategis ke-2

Sasaran 2 Meningkatnya keterbukaan informasi
publik

Meningkatnya keterbukaan informasi publik merupakan suatu bentuk upaya untuk
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah atau lembaga publik. Keterbukaan informasi
publik bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi yang
dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas, mudah
diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat umum. Adapun rentang nilai peringkat yang

menggambarkan sejauhmana keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon.
Tabel 3.9 Rentang Nilai Predikat

1 Informatif 80% - 100%
2 Menuju Informatif 60% - 79,9%
3 Cukup Informatif 40% - 59,9%
4 Kurang informatif 20% - 39,9%
5 Tidak Informatif 0% - 19,9%

Sumber : Laporan Kegiatan Monev dan Pemeringkatan Badan Publik, 2025

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik”, diukur
oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, dengan hasil capaian dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3.10 Formulasi Perhitungan Sasaran 2

Meningkatnya Indeks Hasil self assessment
keterbukaan informasi Keterbukaan __ (Verifikasi SAQ + VLA + Visitasi) dan observasi dari
publik Informasi Publik T Total Komponen Komisi Informasi

SAQ = Self Assessment Quesioner
VLA = Verifikasi Lanjutan Acak

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas  Komunikasi, Informatika

Tahun 2025 pada sasaran ini menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.11 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2

75 poin 90 poin

Meningkatnya keterbukaan Indeks Keterbukaan
informasi publik Informasi Publik
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Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 2 “meningkatnya Indeks keterbukaan
informasi publik dengan indikator sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” tahun 2025
dengan target 75 poin dan terealisasi 90 poin sehingga tercapai sebesar 120%. Kondisi ini dapat
dikatakan termasuk kategori sangat tinggi dan dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai

dengan rencana.

. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun
Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel
berikut:

Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Indeks 90 90 100 157,89 120 -37,89
keterbukaan Keterbukaan
informasi publik Informasi

Publik

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “meningkatnya pelayanan informasi dan partisipasi
masyarakat menuju keterbukaan informasi publik”, diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan
Informasi Publik, menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja

relatif sama sebesar 90 poin dan capaian kinerja pun menurun 37,89%.

. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Meningkatnya keterbukaan Indeks Keterbukaan 90 poin 75 poin
informasi publik Informasi Publik

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran‘meningkatnya Indeks keterbukaan informasi publik”,
diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik, menunjukkan bahwa capaian
antara realisasi sasaran ini sebesar 90 poin terhadap target akhir renstra sebesar 75 poin yaitu 120%
sehingga telah melampaui target yang telah ditentukan.

. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar
Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang
Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran meningkatnya Indeks
keterbukaan informasi publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tidak dapat
dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis yang

setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran




indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Namun demikian pada Sasaran
ini dapat dibandingan sebagaimana nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang ada di lingkup
Provinsi Jawa Barat. Berikut kami sandingkan nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik yang

berada di wilayah Kawasan Metropolitan Rebana.

Tabel 3.14 Grafik Perbandingan Nilai Indeks Keterbukaan Informasi Publik
di wilayah Metropolitan Rebana di Tahun 2025

Grafik Perbandingan Nilai Indeks Keterbuakaan Informasi
Publik di Wilayah Metropilitan Rebana di Tahun 2025
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Kab. Kab. Kota Cirebon Kab. Kab. Subang Kab. Cirebon Kab.
Sumedang Indramayu Kuningan Majalengka
I Series 1 mmmm Columnl Column2

Sumber : Keputusan Kl Provinsi Jabar No. 006/SK/KI-JBR/XI/2025 Tahun 2025 tentang Hasil Monintoring dan
Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas data diketahui bahwa capaian nilai Pemerintah Kabupaten
Cirebon Indeks keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 berada pada urutan kelima
dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Kawasan Metropolitan Rebana. Pemerintah
Kabupaten Cirebon dikualifikasikan Pemerintah Kabupaten/Kota Informatif dimana merupakan

predikat paling tinggi dalam penilaian indeks keterbukaan informasi publik.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah
meningkatnya program informasi dan komunikasi publik. Kondisi lainnya yang mendukung

keberhasilan capaian kinerja ini yaitu :

(1) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik melalui berbagai media meliputi media massa
(surat kabar, Radio, TV), media baru (media online), media tradisional, media interpersonal
dan media luar ruang.

(2) Media Massa : Dalam pengelolaan media massa, Dinas Komunikasi dan informatika
bekerjasama dengan Surat Kabar Lokal, TV Lokal dan Radio Lokal dalam mendiseminasikan
program, kebijakan pemerintah dan pemerintah pusat.

(3) Media Baru : Dalam pengelolaan media baru/online Dinas Komunikasi dan informatika

melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu:
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a) Website diskominfo.cirebonkab.go.id, dimana Dinas Komunikasi dan informatika
mengoptimalkan website Dinas dengan berbagai macam konten yang memuat
informasi-informasi seputar dokumen kedinasan ataupun dokumentasi kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Cirebon. Selain itu konten informasi
juga melalui media sosial seperti instagram, facebook dan youtube.

b) Pengelolaan media sosial seperti facebook, instagram, youtube dan twitter dalam rangka
mengoptimalkan diseminasi informasi kepada masyarakat yang lebih luas dan efektif.

c) Iklan Layanan Masyarakat, merupakan media informasi terkait program pembangunan
pemerintah daerah seperti program stunting, program keluarga berencana dan yang
lainnya yang disampaikan melalui media online.

d) Pengelolaan Saber Hoaks Kabupaten Cirebon merupakan salah satu inovasi dalam
meningkatkan peran dan fungsi Diskominfo dalam diseminasi informasi. Dengan adanya
Saber Hoaks Kabupaten Cirebon ditujukan untuk memverifikasi informasi atau rumor
yang belum jelas fakta-faktanya yang beredar di tengah masyarakat. Dalam
pengelolaannya Diskokominfo bekerjasama dengan RTIK Kabupaten Cirebon dan
Komunitas Halaman Literasi.

(4) Media tradisional : Penyebarluasan informasi program-program dan kebijakan serta
peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah merupakan sarana alternatif yang
cukup efektif melalui pertunjukan rakyat tradisional. Dalam kegiatannya, Dinas Komunikasi
dan informatika berkolaborasi dengan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK METRA)
Kabupaten Cirebon.

(5) Media interpersonal : Media interpersonal meliputi kegiatan sosialisasi, pembinaan,
pelatihan, forum komunikasi dan lain sebagainya. Dinas Komunikasi dan informatika
berupaya meningkatkan peran dan fungsi melalui kegiatan tersebut seperti pembinaan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pembinaan Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM).

(6) Media luar ruang merupakan salah satu penyebarluasan informasi kepada masyarakat baik
berupa banner dan melalui wawar mobil keliling.

(7) Selain 5 (lima) media diatas, secara teknis dalam meningkatkan nilai Indeks Keterbukaan
Informasi Publik uaitu :

a) Adanya SOP dalam memfasilitasi keterbukaan informasi publik;

b) Sumber daya yang ada dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik cukup
memadai dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan portal website
ppid.cirebonkab.go.id dalam mempublikasikan data dan informasi.

¢) Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan para implementor sudah berjalan dengan
cukup baik karena pelayanan dan ketepatan waktu yang jelas oleh pegawai. Namun,
komunikasi antara implementor dengan publik dalam menyebarluaskan informasi perlu
dioptimalkan.

d) Sikap-sikap implementor dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi
publik, dapat dikatakan baik karena berupaya mematuhi peraturan, saling mendukung
antara pihak-pihak yang terkait juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementor
merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan

keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal.

Terkait hal tersebut, maka upaya-upaya agar mempertahankan bahkan meningkatkan

capaian kinerja sasaran ini yaitu antara lain :

N
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F.

(1) Penyelarasan Strategi Media : Rancang strategi terpadu yang mencakup semua jenis media
untuk memastikan pesan konsisten dan efektif disampaikan melalui berbagai saluran.

(2) Analisis Kinerja : Lakukan analisis kinerja secara teratur untuk mengidentifikasi tren,
kelemahan, dan potensi perbaikan dalam penggunaan setiap jenis media.

(3) Peningkatan Konten : Fokus pada pengembangan konten yang relevan, menarik, dan
memberikan nilai tambah kepada masyarakat.

(4) Pemanfaatan Teknologi : Manfaatkan teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi
pengelolaan media, seperti analisis data, kecerdasan buatan, dan alat manajemen media.

(5) Optimasi Platform Online : Perbarui dan optimalkan platform online, termasuk situs web dan
media sosial, untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan pengguna.

(6) Kemitraan Media : Bangun kemitraan dengan media lainnya untuk meningkatkan jangkauan
dan dukungan, baik secara online maupun offline.

(7) Data dan Informasi : Agar data dan informasi disampaikan secara transparan, jelas dan
wajar.

(8) Partisipasi masyarakat : agar komunikasi Keterbukaan Informasi Publik antar pegawai

dengan masyarakat lebih diutamakan dibanding penyampaian informasi melalui media.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “meningkatnya Indeks keterbukaan informasi
publik”,diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik dapat disajikan pada
tabel berikut :
Tabel 3.15 Tingkat Efisiensi Sasaran 2

Meningkatnya Indeks 75 90 120 2.919.919.200 | 2.908.242.797 99,60 0,81
keterbukaan Keterbukaan
informasi publik Informasi Publik

Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 120% dan % capaian
keuangan sebesar 99,60% dan tingkat efisiensi 0,81. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini

dikategorikan efisien.

. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-2

Dalam mencapai sasaran strategis ke-2 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan
dan 7 (tujuh) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.919.919.200,00 atau 16,81% dari anggaran
total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 2.908.242.797,00 dan realisasi fisik

100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 11.676.403,00.




Tabel 3.16 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 2

Program Informasi
dan
Komunikasi Publik
1 Kegiatan
Pengelolaan
Informasi dan
Komunikasi Publik
PemerintahDaerah
Kabupaten/Kota

Relasi Media

2.919.919.200

2.919.919.200

1.2 1.032.232.400

1.3 Kemitraan Komunikasi
dengan Komunitas
Informasi Masyarakat

1.4 Dukungan Administrasi
Keuangan, dan Tata
Kelola Komisi Informasi
di Daerah dalam
Rangka Penyelesaian
Sengketa Informasi
Publik

1.5 Pelayanan Informasi
Publik

1.6 Monitoring Informasi
Kebijakan, Opini, dam
Aspirasi Publik

1.7 Pengelola Media
Komunikasi Publik

78.143.100

321.265.400

664.714.700

240.000.000

432.233.400

1.8 151.330.200

Penyusunan Konten

2.908.242.797

2.908.242.797

1.032.221.753

72.824.848

321.186.501

663.154.753

239.400.000

428.345.388

151.109.554

99,60 100

99,60 100

93,19 100

99,77 100

99,10 100

11.676.403 0,40

11.676.403 0,40

100,00 100 10.647 0,00

5.318.252 6,81

99,98 100 78.899 0,02

1.559.947 0,23

99,75 100 600.000 0,25

3.888.012 0,90

99,85 100 220.646 0,15

JUMLAH 2.919.919.200

2.908.242.797

99,60 100

11.676.403 0,40

Berikut kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

Penielolaan Informasi dan Komun
gt

ikasi Publik

Pengelolaan Tim dan media social saber Hoaks
Kabupaten Cirebon (IG: cirebonkabsberhoaks,
FB: Saber Hoaks Kabupaten Cirebon)
Peliputan kegiatan pimpinan daerah dan
perangkat daerah Kab. Cirebon

Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten
Cirebon (www.cirebonkab.go.id) dan website
Dinas (www.diskominfo.cirebonkab.go.id)

Pengelolaan media sosial Pemkab Cirebon (IG:
cirebonkab, FB: Cirebonkab)

Pengelolaan media sosial Dinas (IG:
diskominfokabcirebon, FB: diskominfokabcirebon,
Tiktok: humas_IKP_cirkab)

Pengelolaan kanal youtube Pemkab Cirebon
(Cirebon TV)
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http://www.diskominfo.cirebonkab.go.id/

Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui media luar ruang (banner, spanduk,
videotron dan leaflet)

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui TV Lokal dan kanal Youtube
Cirebonkab TV

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui Mobil Wawar Keliling

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui media online, media cetak lokal dan
regional

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui Radio

Diseminasi program pemerintah daerah
melalui pertunjukan rakyat tradisional

Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)

e  Operasional Komisi Informasi Daerah Kabupaten
Cirebon
e Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik




3.2.3 Sasaran Strategis ke-3

a )
Sasaran 3 \ Meningkatnya pengelolaan dan
layanan statistik sektoral

- /

Pengelolaan dan layanan statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah,
menganalisis, dan menyajikan data statistik yang berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam
pemerintahan dan pembangunan daerah. Strategi pencapaian sasaran ini pada tahun 2025 ditunjang
dengan adanya pemanfaatan aplikasi portal data sebagai wadah untuk menampung dan menampilkan
data sektoral yang telah dikumpulkan dari masing-masing produsen data, dan telah meninggalkan
sistem pengumpulan data yang manual. Telah dilaksanakannya rapat bersama pengembang aplikasi
serta perwakilan dari bidang-bidang untuk memberikan saran terkait pengembangan dan pemeliharaan

aplikasi portal data yang sesuai aturan yang berlaku.

Tolok ukur capaian sasaran “meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral”,
diukur oleh 1 (satu) indikator yaitu Indeks Pembangunan Statistik (IPS), dengan hasil capaian dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17 Formulasi Perhitungan Sasaran 3

Meningkatnya Indeks (% dok dihasilkan + % keterisian data SIPD) ras! d

_ (% dokumen yang dihasilkan % keterisian data o assessment dan
pengelolaan_dz_in Pem_be_mgunan = Total Komponen x100% | ol dari
layanan statistik sektoral | Statistik (IPS) Kemenpan RB

Sumber : Dokumen IKU Tahun 2025
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 3 “meningkatnya pengelolaan dan layanan
statistik sektoral” dengantarget yang ditetapkan tahun 2025 pada indikator sasaran ini adalah 90%

dengan realisasi 90% atau 100% sehingga masuk kriteria sangat tinggi.

Tabel 3.18 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Indeks Pembangunan

pengelolaan dan layanan Statistik (IPS)
statistik sektoral

Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:
1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 90% dari target akhir Renstra

2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 90% pada tahun 2025.




Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

_ (% dokumen yang dihasilkan + % keterisian data pada opendata) 100%
B Total Komponen X °

Pada komponen ‘persentase dokumen statistik yang dihasilkan”, Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon melalui Bidang Statistik, Persandian dan E-Government telah
menyusun Buku Statistik Daerah, sehingga dapat dikatakan bahwa target 90% telah didapat.

Sementara maksud dari komponen ‘presentase keterisian data yang dikelola’ adalah
keterisian data opendata.cirebonkab.go.id yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon. Sampai dengan Bulan Desember 2025, keterisian data
opendata.cirebonkab.go.id melebihi ekspektasi yang berawal target hanya 90% justru keterisian
Data mencapai 90%, yang terdiri dari :

» Total elemen data adalah 1571 data; dan

» Elemen data yang sudabh terisi adalah 1571 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

_ (% dokumen yang dihasilkan + % keterisian data pada opendata) 100
B Total Komponen X

(90% + 90%)
-
(180%)
)
= 90%

Q1 _
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B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun

Sebelumnya

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel
berikut:

Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
terhadap Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Indeks 90% 90% 100% 100% 100% 100%
pengelolaan dan Pembangunan

layanan statistik Statistik (IPS)

sektoral

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik
sektoral dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah” diukur melalui 1
indikator yaitu Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral menunjukkan bahwa jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja meningkat sebesar 100% sementara capaian kinerja

tetap 90%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir
Renstra Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra dapat dilihat

pada tabel berikut.

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Meningkatnya pengelolaan dan Indeks Pembangunan 90% 90% 100
layanan statistik sektoral Statistik (IPS)

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik
sektoral” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral. Pada target
akhir Renstra, realisasi mengenai Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral sebesar 90%
sementara target akhir Renstra adalah 90%, maka kinerja baru tercapai 100 %, sehingga belum

memenuhi target akhir Renstra.

D. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar
Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/Instansi Sejenis yang

Setara/Sekelas

Persentase pegelolaan dan layanan statistik sektoral merupakan suatu sistem yang
bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang
berkaitan dengan sektor-sektor kunci dalam pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten
Cirebon. Indikator kinerja ini merupakan indikator yang dirumuskan secara mandiri oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, belum ditemukan indikator serupa
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pada tingkat nasional maupun pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, sehingga tidak dapat

membandingkaan terhadap standar nasional/RPJMN atau instansi sejenis setara/sekelas lainnya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian sasaran ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyelenggaraan
statistik sektoral oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Kondisi lainnya yang

mendukung capaian kinerja ini antara lain:

(1) Adanya komitmen pimpinan dalam mencapai target Kketerisian data pada
opendatacirebonkab.go.id sehingga melampaui dari target yang ditetapkan.

(2) Terpenuhinya target penyusunan dokumen statistik yang merupakan salah satu komponen
dalam pengukuran capaian kinerja.

(3) Dinas Komunikasi dan Informatika selaku walidata telah menyusun daftar data statistik
sektoral dan data geospasial yang ada pada seluruh Perangkat Daerah. Daftar data itu
menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mengirimkan data-data yang sesuai
kewenangannya untuk dikirimkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata.

(4) Data-data yang dikelola pada portal Satu Data Kabupaten Cirebon menjadi pusat data
Kabupaten Cirebon dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan seperti yang
tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon No. 56 Tahun 2022 tentang Satu Data Kabupaten
Cirebon Pasal 4 Huruf (b) dan (d) yang berbunyi: “Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
mengatur tata kelola data di Pemerintah Daerah agar terwujud satu basis data pembangunan
yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan
dibagipakaikan (Interoperabilitas)’; dan “mewujudkan perencanaan yang berkualitas,
pelaksanaan dan pengendalian yang efektif, monitoring dan evaluasi pembangunan yang
terukur dan komprehensif serta perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis

data dan tepat sasaran’.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik
atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :
(1) Bekerjasama dengan BPS untuk melaksanakan penyusunan metadata ke perangkat daerah.
(2) Melaksanakan TOT Pengelolaan Data.
(3) Peningkatan infrastruktur statistik dalam mengembangkan portal geospasial Kabupaten
Cirebon dan melakukan sosialisasi portal open data Kabupaten Cirebon kepada seluruh
perangkat daerah.

(4) Melaksanakan pembinaan bagi Petugas Pengelola Data.

F. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik
sektoral dalam” diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan layanan statistik

sektoral dapat disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 3.21 Tingkat Efisiensi Sasaran 3

Meningkatnya Indeks 360.188.800 360.074.296 99,97 . Efisien
pengelolaan dan Pembangunan

layanan statistik Statistik (IPS)

sektoral

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100% dan %
capaian keuangan sebesar 99,97% dan tingkat efisiensi 0,011. Sehingga tingkat efisiensi pada

sasaran ini dikategorikan efisien

G. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-3
Dalam mencapai sasaran strategis ke-3 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu)
kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 360.188.800,00 atau 2,07% dari
anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp.360.074.296,00 dan

realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi/sisa anggaran sebesar Rp 114.504,00.

Tabel 3.22 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 3

| Program 360.188.800 360.074.296 99,97 100 114.504 0,03
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

1 Kegiatan 360.188.800 360.074.296 99,97 100 114.504 0,03
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral di
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota

1.4 Penyelenggaraan 360.188.800 360.074.296 99,97 100 114.504 0,03
Statistik Sektoral yang
sesuai dengan Prinsip
Satu Data Indonesia

4
!



Berikut output dari sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja pada sasaran ini.

Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Buku Statistik Daerah

| Lot .
e Pendampingan penyusunan metadata
STATISTIK e Forum Satu data Kabupaten Cirebon
e Diseminasi data pembangunan Tingkat
DAE RAH Kecamatan
KASUPEESRE R ) 24 e Pelatihan data geospasial
e Pelatihan pengelola aplikasi satu data

S

PEMERINTAH KAB CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025
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3.2.4 Sasaran Strategis ke-4

Sasaran 4

Meningkatnya Pengelolaan
Persandian dan Keamanan
Informasi

Terwujudnya penyelenggaraan persandian merupakan upaya yang dilakukan untuk
menciptakan sistem keamanan informasi yang kuat. Pada saat perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi yang sangat pesat, faktor keamanan informasi merupakan aspek yang sangat penting untuk
diperhatikan. Hal ini karena digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang
berpengaruh pada keseluruhan proses kerja sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama.
Adapun Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah Alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan
pengamanan informasi di suatu organisasi/ memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan
kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi berdasarkan kriteria SNI
ISO/IEC 27001. Dengan adanya urusan persandian yang diampu Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon, maka diupayakan dalam penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi
dapat dilaksanakan dengan baik.

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Kematangan Siber dan Sandi Pemerintah
Daerah”, diukur olehl (satu) indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi, dengan hasil capaian dapat
dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.23 Formulasi Pengukuran Sasaran 4

Meningkatnya Indeks Keamanan _ Xjawaban x bobot Hasil assessment

Pengelolaan Persandian Informasi Y.pertanyaan berdasarkan

pedoman/instrumen
assessment keamanan
informasi / Self Assesment

dan Keamanan informasi

Sumber : Dokumen IKU tahun 2025

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas  Komunikasi, Informatika

tahun 2025 pada sasaran ini menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.24 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 4

Meningkatnya Indeks Keamanan Level Il Level I Sangat
Pengelolaan Persandian Informasi Tinggi
dan Keamanan informasi

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategisl “Meningkatnya Pengelolaan

Persandian dan Keamanan informasi “dengan indikator sasaran “Indeks Keamanan Informasi




tahun 2025 dengan target berada pada Level Il dan terealisasi Level Il sehingga tercapai

sebesar 100%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Pada tahun 2025, Pengukuran nilai Indeks Keamanan Informasi dilakukan melalui

Penilaian Mandiri atau Self Assessment. Berikut hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan

informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0

Responden:
Satuan Kerja
Direktorat

Departemen

Alamat 1
Alamat 2
Kota Kode Pos

(Kode Area) Nomor Telpon
user@departemen_responden.go.id
HH/BB/

Aspek Teknologi -

Skor Kategori SE : 31 HKategoriSE Tinggi
Hasil Evaluasi Akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja
Dasar
L3450/ OIRFRARRTFAARTFHTFR TR
Tingkat Kelengkapan Penerapan . 543
Standar ISO27001 sesuai
Tata Kelola 1103 T. Kematangarlll+
Pengelolaan Risiko : 36 T. Kematangar Il I+
Kerangka Kerja Keamanan Informas : 147 T. Kematangar ll+ sid
Pengelolaan Aset 1117 T. Kematangar 1l 1+
Teknologi dan Keamanan Informasi : 108 T. Kematangar 1l
Pelindungan Data Pribadi : 32 T.Kematangar I+
Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga : 0 %
Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

> Kerangka Kerja

Pengelolaan Aset

W Kepatuhan ISO/SNI 27001
B Penerapan Operasional
Kerangka Kerja Dasar

Bresponden

Gambar 3.1. Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan KAMI

Dari gambar diatas, dapat dilihat hasil penilaian Indeks KAMI terdiri dari masing-masing

area berikut:

1) Tata Kelola Keamanan Informasi, dengan total nilai 103 poin

2) Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, dengan total nilai 36 poin

3) Kerangka Kerja Keamanan Informasi, dengan total nilai 147 poin

4) Pengelolaan Aset Informasi, dengan total nilai 117 poin

5) Teknologi dan Keamanan Informasi, dengan total nilai 108 poin

6) Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga penyedia Layanan, dengan nilai 0%

7) Perlindungan Data Pribadi, dengan nilai 32%

B. Perbandingan Realisasi

Sebelumnya

Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun

Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel

berikut:
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Tabel 3.23 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Indeks Level Il Level Il 100 100 100 100
Pengelolaan Keamanan

Persandian dan Informasi

Keamanan

informasi

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan
Keamanan Informasi ” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan informasi menunjukkan bahwa
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja sama dengan tahun sebelumnya dan
capaian kinerja juga tetap sama dengan tahun sebelumnya.

. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra
Periode Tahun 2025-2029

Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan Target Renstra dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

Meningkatnya Pengelolaan Indeks Keamanan Level Il Level Il 100
Persandian dan Keamanan Informasi
informasi

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persandian dan
Kemanan Informasi” diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi. Pada target akhir
Renstra, realisasi mengenai Indeks Keamanan Informasiadalah Level Il,sementara target akhir
Renstra adalah Level Il, maka kinerja ini telah tercapai 100%, sehingga telah memenuhi target akhir
Renstra.

. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar
Nasional/RPJMN serta Capaian Organisasi/lnstansi Sejenis yang
Setara/Sekelas

Realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran “Meningkatnya
Persandian dan Keamanan Informasi” dengan indikator yaitu Indeks Keamanan Informasi tidak
dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun capaian organisasi/instansi sejenis
yang
setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran

indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

b
)




E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

(1) Adanya dukungan dari konsultan dalam penyelenggaraan persandian.

Meskipun memenuhi target yang diharapkan, namun terdapat hambatan dalam mencapai
sasaran strategis ini, diantaranya :

(1) Urusan persandian masih dianggap sebelah mata dalam pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari sisi anggaran yang hanya 0,55% dari total belanja
anggaran dinas tahun 2025.

1) Belum adanya regulasi/ dasar hukum yang mengatur tentang keamanan informasi di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

2) Penggunaan jaringan sandi (email dinas cirebonkab) belum optimal digunakan di lingkungan
Kabupaten Cirebon dalam komunikasi antar perangkat daerah.

3) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum sesuai dengan kompetensi.

4) Sarana dan prasarana belum memenuhi standar dalam mendukung pengelolaan persandian.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik
atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

1) Melakukan perekrutan Tenaga Ahli disesuaikan dengan keadaan anggaran

2) Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan
Pemograman melalui Digitalent Kominfo.

3) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
Kabupaten Cirebon serta turunannya seperti SK, SOP dan lain-lain.

4) Melaksanakan sosialisasi optimalisasi penggunaan email dinas mail.cirebonkab.go.id oleh
ASN dan perangkat daerah.

5) Pelaksanaan ISO 27001:2013 Tahun 2025.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran “Terwujudnya penyelenggaraan persandian” diukur

melalui 1 indikator yaitu Indeks Keamanan Informasidapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.27 Tingkat Efisiensi Sasaran 4

1 Meningkatnya Indeks Level Il Level Il 100 96.635.500

Pengelolaan Keamanan
Persandian dan Informasi
Keamanan

informasi

96.625.500 99,99 0,01

Efisien

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 100% dan % capaian
keuangan sebesar 99,99% dan tingkat efisiensi 0,01. Sehingga tingkat efisiensi pada sasaran ini

dikategorikan efisien.




F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis ke-4
Dalam mencapai sasaran strategis ke-4 ini didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan
dan 1 (satu) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp 96.635.500,00 atau 0.55% dari anggaran total
Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 96.625.500,00 dan realisasi fisik 100%,

terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp 10.000,00.

Tabel 3.28 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 4

| Program 96.635.500 96.625.500 99,99 100 10.000 0,01
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan Informasi
1 Kegiatan Penetapan 96.635.500 96.625.500 99,99 100 10.000 0,01
Pola Hubungan
Komunikasi Sandi Antar
Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota
1.1 | Sub Kegiatan 96.635.500 96.625.500 99,99 100 10.000 0,01
Operasionalisasi Jaring
Komunikasi Sandi
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
JUMLAH 96.635.500 96.625.500 99,99 100 10.000 0,01

Penyelenggaraan Persandian

e FGD Sertifikat Elektronik
e Pengadaan sarana keamanan
informasi




3.2.5 Sasaran Strategis ke-5

Sasaran 5 Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan
pelayanan baik kepada perangkat daerah lain, ataupun masyarakat. Pengukuran pada sasaran ini
dilakukan dengan melihat data total jumlah responden masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon . Adapun layanan yang diberikan mulai dari :

1. Persyaratan Pelayanan yang Diberikan Sudah Sesuai
Prosedur Pelayanan yang Diberikan Mudah
Waktu Pelayanan yang Diberikan Tepat Sesuai SOP
Produk Layanan Sesuai dengan yang Diminta
Kemampuan Petugas dalam Memberikan Pelayanan Memadai
Pelayanan yang Telah Diberikan Memuaskan
Petugas yang Memberikan Pelayanan Ramah
Produk Layanan yang Dijanjikan Diberikan Tepat Waktu

© ©® N o g~ D

Tindak Lanjut Pengaduan/Layanan Memuaskan

Tolok ukur capaian sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”,diukur

oleh 1 (satu) indikator yaitu Nilai LKIP, dengan hasil capaian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.29 Formulasi Perhitungan Sasaran 5

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai LKIP Penilaian LHE
Kinerja Perangkat Daerah _ Total dari nilai persepsi per unsur « nilai penimban Sakip
Total unsur yang terisi p J
Sumber : Dokumen IKU Diskominfo Tahun 2025
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
Hasil pengukuran atas indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika

tahun 2025 pada sasaran ini menunjukan hasil sebagai berikut

Tabel 3.30 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja pada Sasaran 5

Meningkatnya Akuntabilitas Nilai LKIP 70,75 poin 75,70 poin

Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja pada sasaran strategis 5 ‘meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah” dengan indikator sasaran “Nili LKIP” tahun 2025 dengan target 70,75 poin dan

rZ==3,
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terealisasi 75,70 poin sehingga tercapai sebesar 106,99%. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja

berjalan sesuai dengan rencana.

B. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun

Sebelumnya
Apabila kita membandingkan dengan tahun sebelumnya, maka dapat dijabarkan pada tabel

berikut:

Tabel 3.31 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
terhadap Tahun Sebelumnya

Meningkatnya Nilai LKIP 3,645 75,70 0,33 100,41 106,99 6,35
Akuntabilitas poin poin

Kinerja Perangkat

Daerah

Berdasarkan tabel tersebut bahwa sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi kinerja meningkat sebesar 0,33 poin sementara

capain kinerja naik 6,35%.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Target Akhir

Renstra Periode Tahun 2025-2029
Penjelasan perbandingan realisasi hingga Tahun 2025 dengan target akhir renstra dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.32 Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan
Target Akhir Renstra Tahun 2025-2029

70,75 poin 106,99

Meningkatnya akuntabilitas Nilai LKIP 75,70 poin
kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tabel di atas bahwa sasaran “meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat
Daerah” diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai LKIP. Pada target akhir Renstra mengenai Indeks
Kepuasan Masyarakat sebesar 70,75 poin. Sementara realisasi indikator ini hingga tahun 2025
yang merupakan tahun pertama Renstra sebesar 75,70 poin maka kinerjabaru mencapai 106,99%,

sehingga memenubhi target Renstra.

G. Perbandingan Realisasi Kinerja hingga Tahun 2025 dengan Standar Nasional

RPJMN Serta Capaian Organisasi/instansi Sejenis yang Setara/Sekelas

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada sasaran meningkatnya akuntabilitas

kinerja Perangkat Daerah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN maupun

rZ==3,
N |
|
1

& 1P DSKOMNOTAHN 202522

|l___lu




capaian organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas. Hal tersebut disebabkan tidak
diperolehnya data yang akurat untuk pengukuran indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

dokumen Renstra.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan

Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian ini antara lain :

1) Adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam objek pelayanan;
2) Adanya komitmen dari pimpinan untuk bekerja tanggap dan akurat dengan mengedepankan

pelayanan prima.

Terkait hal tersebut diatas, maka upaya-upaya agar capaian kinerja sasaran ini tetap baik
atau bahkan lebih baik yaitu antara lain :

1) Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan
upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan
penggunaan atribut pendukung petugas pelayanan;

2) Diperlukan upaya kemudahan pelanggan dalam mendapatkan infromasi mengajukan keluhan
dengan adanya operator pelayanan publik;

3) Perlu memberikan penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan terus memberi
motivasi untuk mendapatkan prestasi di masa mendatang serta mempertimbangkan

kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

E. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Tingkat Efisiensi (TE) pada sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diukur melalui 1 indikator yaitu Indeks Kepuasan

Masyarakat dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.33 Tingkat Efisiensi Sasaran 5

1 Meningkatnya Nilai LKIP 70,75 75,70 106,99 7.068.689.308 | 6.299.692.205 89,12 17,87 Efisien
akuntabilitas poin poin
kinerja Perangkat
Daerah

Ket : Formulasi perhitungan Tingkat Efisiensi terlampir

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa % capaian kinerja sasaran ini 106,99% dan
% capaian keuangan sebesar 89,12% dan tingkat efisiensi 17,87. Sehingga tingkat efisiensi pada

sasaran ini dikategorikan efisien.

F. Analisis Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5
Dalam mencapai sasaran strategis ke-6 ini didukung oleh 1 (satu) program, 6 (tujuh) kegiatan
dan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 7.068.689.308,00 atau 40,70%
dari anggaran total Belanja, dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 6.299.692.205,00 atau

89,12% dan realisasi fisik 100%, terdapat efisiensi /sisa anggaran sebesar Rp. 768.997.103,00.
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Tabel 3.34 Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis 5

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

7.068.689.308

6.299.692.205

89,12

89,12

768.997.103

10,88

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

208.527.700

195.630.265

93,82

93,82

12.897.435

6,18

11

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

109.257.900

107.568.801

98,45

98,45

1.689.099

1,55

1.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

99.269.800

88.061.464

88,71

88,71

11.208.336

11,29

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

5.498.584.308

4.922.828.060

89,53

89,53

575.756.248

10,47

2.1

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

5.361.813.208

4.815.411.506

89,81

89,81

546.401.702

10,19

2.2

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

16.275.000

16.275.000

100,00

100,00

0,00

2.3

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Se
mesteran SKPD

120.496.100

91.141.554

75,64

75,64

29.354.546

24,36

Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

53.040.000

52.950.000

99,83

99,83

90.000

0,17

31

Pengadaan Pakaian
Dinas beserta Atribut
Kelengkapannya

53.040.000

52.950.000

99,83

99,83

90.000

0,17

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

315.011.100

314.354.300

99,79

99,79

656.800

0,21

4.1

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

5.771.000

5.771.000

100,00

100,00

0,00

4.2

Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan
Kantor

147.484.000

147.373.000

99,92

99,92

111.000

0,08

43

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

42.546.200

42.546.200

100,00

100,00

0,00

4.4

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

11.202.700

11.202.700

100,00

100,00

0,00

4.5

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

27.675.800

27.330.000

98,75

98,75

345.800

1,25

4.6

Penyediaan
Bahan/Material

36.764.200

36.764.200

100,00

100,00

0,00

4.7

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

3.825.000

3.825.000

100,00

100,00

0,00

4.8

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsutasi SKPD

39.742.200

39.542.200

99,50

99,50

200.000

0,50




5 Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

937.571.200

758.859.480 80,94 80,94 178.711.720 19,06

5.1 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

577.571.200

401.979.480 69,60 69,60 175.591.720 30,40

5.2 Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

360.000.000

356.880.000 99,13 99,13 3.120.000 0,87

6 Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

55.955.000

55.070.100 98,42 98,42 884.900 1,58

6.1 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak,
dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

2.015.000

1.130.100 56,08 56,08 884.900 43,92

6.2 Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

26.400.000

26.400.000 100,00 100,00 - 0,00

6.3 Pemeliharaan/Rehabilita
si Gedung Kantor dan
Bangunanlainnya

27.540.000

27.540.000 100,00 100,00 - 0,00

JUMLAH

7.068.689.308

6.299.692.205 94,53 94,53 768.997.103 10,88

Berikut merupakan dokumen Nilai LKIP, sebagai berikut :

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CIREBON

8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

8. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Winera intomal  eiah  Giaksanakan 1. Ponutupan
menggunakan Teknolog inkormas: (Apikasi)
ic ‘ Implementasi telan ingkat karena  evaluasi @. Simpulan
| Almtiis Wi sehingga memberikan kesan yang Dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas
1| Selurun rekomendas: atas hasd evaiuasi akuntabitas knera temal | dan Informatia Cirebon el
eiah 75,70. Nilai tersebut masuk daiam kategori BB dengan interpretasi
(Sangat Baik)

tindak aryut atas rerkomendas: hasd evaluasi akuntabitas Kinena
intornal
. = b. Penutup
- m :mn"\eﬂm M:hl'— ‘:mlﬂ- — Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan terimakasih dan
vakiasi Akuntaditas Knena Inlemal teish Gmantaatian
phovals clekettas dan ehsonsi inera. apresiasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon atas upaya-upaya dalam mengimplementasikan
SAKIP pada tahun 2024, Selanjutnya agar Kepala Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Cirebon beserta seluruh jajaran agar lebih
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan
Tindaklanjut atas hasi evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi SAKIP sehingga dapat mewujudkan akuntabibtas kinera serta
SAKIP Tahun 2023, acalsh sebagal benkut peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
NO.| ____ TINDAKLANJUT hasil.
Rokomendas: hasi evaluas: AKI> | Rekomendasi sourubnya leh
Tahun 2023 oleh APIP Dinas dmindakianut
dan I
Kabupaten Cirebon sebanyak 4
| rekomendas:

Demikian Iaporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 atas implementasi
SAKIP Tahun 2024 pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Standar Audit Intemal
Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya

Evaluasi AKIP Perangkat Deerah diaksanakan muiai tanggal
03 3/d 17 Maret 2025

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON [wo.
Mazkwv fFax (0231) 321843

10. Gambaran Masil Evaluasi
8 Pencapaian Niai Akuntabiitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupsten Cirebon adaiah 75.70
Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat
kelemahan, adalah sebagai berkut

|

Pembina Utama Muda
NIP. 16661200 196312 1002

' INSPEKTUR
. “w’lﬁ” CIREBON

Tembusan
¥th. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon

KOMPONEN [B0BOT| NILAI
A. | PERENCANAAN KINERJA % | 2
1| Dalam pedoman | |

perencanasn kinerjs Dinas Komunikasi dan

Informatika namun belum tersecianya SOP

Penyusunan Rencana Akst

['B. | PENGUKURAN KINERJA 30 25
=y e 6 2024
Pomd

3.3

Gambar 41. Hasil kegiatan berupa laporan SKM Tahun 2025

Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika mengelola anggaran yang

bersumber dari APBD Kabupaten Cirebon sejumlah Rp. 17.363.686.848,- dengan realisasi

Rp. 16.561.507.008,- atau 95,38%.

Sedangkan sisa Anggaran yang tidak diserap sejumlah
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Rp. 802.179.840,-. Berikut ialah rincian pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten
Cirebon Pada Tahun Anggaran 2025.

Agar lebih jelas dapat disajikan pada table berikut:

Tabel 3.35 Pendapatan dan Belanja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2025

5.1. BELANJA OPERASI 16.577.693.948 15.776.978.007 95,17
5.1.01. BELANJA PEGAWAI 5.361.813.208 4.815.411.506 89,81
5.1.02. BELANJA BARANG DAN JASA 11.215.880.740 10.961.566.501 97,73
5.2. BELANJA MODAL 785.992.900 784.529.001 99,81
5.2.02. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN 785.992.900 784.529.001 99,81

Dalam rangka perbaikan ke depan diperlukan perencanaan yang lebih matang pada saat
penyusunan anggaran sehingga dapat meminimalkan anggaran yang tidak terserap. Gambaran
pencapaian sasaran strategis dengan alokasi anggaran dibandingkan realisasinya dapat dilihat pada
tabel berikut.

Tabel 3.36 Capaian Anggaran per Sasaran

6.896.872.210 5.896.872.210

Didukung oleh 1 (satu)

program :

e Program Aplikasi
Informatika

Meningkatkan Kualitas Nilai
Domain SPBE

2.919.919.200 2.908.242.797 99,60 Didukung oleh 1 (satu)

program :

e Program Informasi
dan Komunikasi
Publik

Didukung oleh 1 (satu)

program :

e Program
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral

Didukung oleh 1 (satu)

program :

e Program
Penyelenggaraan
Persandian untuk
Pengamanan
Informasi

Didukung oleh 1 (satu)

program :

e Program Penunjang
urusan pemerintah
daerah
kabupaten/kota

2 Meningkatnya keterbukaan
informasi publik

3 Meningkatnya pengelolaan 360.188.800 360.074.296 99,97

dan layanan statistik sektoral

4 Meningkatkan Pengelolaan 96.635.500 96.625.500 99,99

Persandian dan Keamanan
Informasi

5 Meningkatnya akuntabilitas 7.68.689.308 6.299.692.205 89,12

kinerja Perangkat Daerah

Sumber :Simonek.go.id

Berdasarkan data tersebut diatas dapat dilihat bahwa alokasi terbesar adalah untuk mendukung
sasaran kesatu yaitu “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, sedangkan sasaran yang
paling sedikit alokasi anggarannya adalah pada sasaran keempat “Meningkatnya Pengelolaan
Persadian dan Keamanan Informasi”. Sementara capaian/realisasi keuangan paling tinggi yaitu pada
sasaran “Meningkatnya Pengelolaan Persadian dan Keamanan Informasi” dan capaian/realisasi paling

rendah yaitu “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE”

& |KIP DSKOMNOTAHN 2025:2°



3.4 Inovasi

Digitalisasi di era global dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk tercapainya good

governance menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif, Dinas Komunikasi dan Informatika

telah menginisiasi inovasi tahun 2025, sebagai berikut:

1 | Layanan 112 Siaga Katon

@
SIAGA KATON
“ 112 KAB.CIREBON

PANGGILAN DARURAT:

KEBAKARAN
BENCANA ALAM

| POHON TUMBANG

KECELAKAAN
LALU LINTAS

TINDAK KRIMINAL
DAN KEKERASAN

KABEL
MENJUNTAI
KEGAWATDARURATAN
LAINNYA
@ ripallursmenshansdl

[

e creboraat e bl
. snemimbohsbcieotmn () tpa [kl

@
O:
®:

CALL CENTER

|
|
|

KAB. CIREBON|

GRA TIS
24 JAM

HEWAN BUAS
AN BERBISA

AMBULANCE
GAWAT DARURAT

BANTUAN
SEHATAN

GANGGUAN
KETERTIBAN

W.AGUS KURMIAWAN
BUDIMAN
Vel Bt Clrwben

»
Drs. H. IMRON
ROSYADL, MAgG
Bupati Coswan

Layanan 112 Siaga Katon
merupakan layanan
kegawatdaruratan yang dapat

diakses secara gratis selama 24
jam oleh masyarakat Kabupaten
Cirebon

2 | Socakaton

&7
>_, ?s.~ e
\)9 geegs»

Socakaton  merupakan  sistem
monitoring CCTV aktif mobile
Kabupaten Cirebon. Portal yang
diakses

https://socakaton.cirebonkab.go.id
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Dalam Rangka Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada program / Kegiatan di Bidang
Teknologi dan Informasi, dilakukan implementasi berupa Praktek Kerja Lapangan / Program Magang bagi
Mahasiswa, riset/ Penelitian dan matching fund. Implementasi tersebut berupa program Kabupaten
Cirebon yang mendukung pelaksanaan Penyelenggaraan Satu Data dan Satu Peta di Kabupaten Cirebon.
Penyelenggaraan Satu data, satu Peta di Kabupaten Cirebon memerlukan Kerjasama Lintas Sektoral,
baik dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai Produsen data, Dinas Komunikasi dan Informatika
sebagai walidata serta Dunia Pendidikan yang membantu dalam penyediaan SDM melalui Magang/
Praktek Kerja Lapangan, hal ini membantu dalam menunjang kurangnya Sumber Daya Manusia
khususnya Pengelola Data di Perangkat Daerah, sehingga proses pengumpulan, verifikasi serta Publikasi

Data baik sectoral maupun Geospasial dapat berjalan dengan lancar.

Penghargaan

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon menerima beberapa
penghargaan dan prestasi sebagai pengakuan atas pencapaian dinas. Berikut adalah beberapa

diantaranya :

No Penghargaan/Lintas Sektor

- Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tingkat Jawa Barat Tahun 2025
dengan predikat INFORMATIF

bank bjb
"

DHARé TAHUN 2025

e
=
o
S
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

BAB IVberisi : Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika
4.1 Kesimpulan pada Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun ke-1 (lima) dari

42 [LEng e HEEie Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-

Kineri
S 2029. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi
semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta
ditingkatkan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan

Informatika Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Darianalisis 5 (lima) sasaran, yaitu

a) Capaian sasaran strategis 1 “Meningkatnya Kualitas Nilai Domain SPBE” dengan indikator
sasaran “Indeks Domain Tata Kelola” sebesar 119,04% atau termasuk kategori sangat tinggi,
yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan
tingkat efisiensi 9,47 sehingga dapat dikatakan efisien.

b) Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya keterbukaan informasi publik” dengan indikator
sasaran “Indeks Keterbukaan Informasi Publik” sebesar 120% atau termasuk kategori sangat
tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan
dengan tingkat efisiensi 0,81 atau dapat dikatakan efisien.

c) Capaian sasaran strategis 3 “Meningkatnya pengelolaan dan layanan statistik sektoral”
dengan indikator sasaran “Indekas Pembangunan Statistik (IPS)” sebesar 100% atau temasuk
kategori sangat tinggi, yang didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu)
sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,0 atau dapat dikatakan efisieni.

d) Capaian sasaran strategis 4 “Meingkatnya Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi”
dengan indikator sasaran “Indeks Keamanan Informasi (KAMI)” sebesar 100% atau termasuk
kategori sangat tinggi, dengan didukung oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu)
sub kegiatan dengan tingkat efisiensi 0,01 atau dapat dikatakan efisien.

e) Capaian sasaran strategis 5 “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah” dengan
indikator sasaran “Nilai LKIP” sebesar 89,12% atau termasuk kategori sangat tinggi, dengan
didukung oleh 1 (satu) program, 6 (enam) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan
dengan tingkat efisiensi 17,87 atau dapat dikatakan efisien

2) Realisasi anggaran pada tahun 2025 adalah Rp. 16.561.507.0008,00 dengan presentase 95,38% dari
keseluruhan anggaran Belanja sebesar Rp. 17.363.686.847,00, dan efisiensi anggaran belanja
sebesar Rp. 802.179.840,00 atau sebesar 4,62%

o
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4.2.

Langkah Perbaikan Kinerja

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon di masa

mendatang, diperlukan strategi-strategi terukur, antara lain :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Melakukan perbaikan perencanaan dengan membuat pemetaan dalam rangka penyesuaian program,
kegiatan dan sub kegiatan dalam upaya menyelaraskan target sasaran yang telah ditetapkan dengan
regulasi yang ada.

Melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelatihan yaitu BKPSDM dan lembaga pelatihan
swasta, khususnya untuk pelatihan teknis teknologi informasi, statistik, persandian, perencanaan dan
kepegawaian.

Aspek perencanaan strategis SPBE, aspek teknologi informasi dan komunikasi dan aspek
penyelenggara SPBE harus direviu, dievaluasi dan diperbaiki secara berkala dan terus menerus.
Melalui proses reviu dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun
berikutnya dapat mencapai nilai indeks Domain Tata Kelola SPBE sesuai dengan target yang
ditentukan.

Aspek perencanaan strategis SPBE dapat ditingkatkan dengan melibatkan Diskominfo dalam
rencana anggaran SPBE, melibatkan semua perangkat daerah dalam penyusunan dokumen inovasi
proses bisnis SPBE dan menyusun dokumen terkait proses pembangunan aplikasi SPBE.

Aspek teknologi informasi dan komunikasi dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan atas
layanan pusat data dengan layanan pusat data nasional atau pusat data daerah lainnya, dan
mengintegrasikan jaringan intra dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lainnya.
Aspek penyelenggara SPBE dapat ditingkatkan dengan melakukan reviu fungsi Tim Koordinasi
SPBE yang telah ada dengan program kerja yang terencana yang ada pada Peta rencana SPBE.
Penyelarasan strategi media, mengidentifikasi tren kelemahan dan potensi perbaikan dalam
penggunaan setiap jenis media, peningkatan konten, pemanfaatn teknologi, optimasi platform online,
peningkatan kemitraan media dan melibatkan partisipasi masyarakat agar keterbukaan informasi
publik dapat meningkat.

Mendorong peningkatan single data dan big datacentre yang terintegrasi, sehingga akan
mempercepat dalam analisis terhadap berita dan opini, audit serta pengukuran indeks kepuasan,
indeks pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang nantinya dikompilasi dalam sebuah
direktori data internal agar bisa dipergunakan sebagai bahan sosialisasi namun tetap meningkatkan
koordinasi validitas data dengan instansi atau perangkat daerah terkait.

Melakukan kerjasama dengan stakeholder dalam membangun dan mengembangkan tata kelola data
statistic sektoral

Mengarahkan para SDM di perangkat daerah untuk mengikuti program pelatihan Pemograman

melalui Digita Telnt Kominfo.




Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders
ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten

Cirebon.

Sumber, Februari 2026
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LAMPIRAN

Lampiran 1.
Lampiran 2.
Lampiran 3.
Lampiran 4.
Lampiran 5.
Lampiran 6.
Lampiran 7.
Lampiran 8.
Lampiran 9.
Lampiran 10.
Lampiran 11.

Lampiran 12.
Lampiran 13.

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 204
Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2024

IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025
IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025

IKU 5 —Hasil Penilaian LKIP Tahun 2024

Formulasi Tingkat Efisiensi

Perbandingan Capaian LKIP Kementrian Komunikasi Dan Informatika RI Dan Diskominfo
Kabupaten Cirebon Tahun 2025

Surat Pernyataan Telah Direviu

Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024




Lampiran 1. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Nomor SOP 050/1148/Sekret
Tanggal Pembuatan | 03 November 2017
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON Tanggal Revisi
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Iditinjau kembali)
Jln. Sunan Drajat No.15 Telp. (0231) 8330580 Tanggal Efektif
Sumber Disahlan Oleh Kepala Dinas Komunikasi- Informatika
Kabupafen CireHon
SUGENG DARSONO, SH., MM
NIP. 19620718 198603 1 003
Sub Bagian P an luasi dan Pelap / Sekretariat Nama SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan - Memilild kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Nasional Instansi Pemerintah (LAKIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Aluntansi - Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data lanerja
Pemerintahan SKPD

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP (Sistem Aluntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

5. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Revisi atas Laporan Kinerja

6. Peraturan Daerah Nomeor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon

7. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Cirebon

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan
- SOP Alur surat masuk dan surat keluar - Renstra SKPD
- SOP Pencarian Data dan Informasi - Format penyusunan LAKIP
- SOP Perjanjian Kinerja - Dokumen Penetapan Kinerja
- SOP pengadaan barang dan jasa - Format Pengukuran Kinerja
- SOP Pengarsipan - Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

- Laporan Realisasi Keuangan

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

LAKIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja SKPD. Apabila
tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak

Indikator kinetja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja

akan berjalan lancar.
Pelaksana Mutu baku
No Kegiatan Kasubag R : i
Selkdis PEP Arsiparis | Kadis Kelengkapan Walctu Qutput

1. Memerintahkan penyusunan Disposisi Surat 20 Disposisi surat
LAKIP DISKOMINFO menit

2 Membuat format pengumpulan ] Format penyusunan 1 hari Format penyusunan
data dan informasi kinerja darn LAKIP DISKEOMINFO LAKIP DISKOMINFO
masing - masing bidang dan
sekretariat

3 Menyampaikan format Format penyusunan 2 jam Format penyusunan
pengumpulan data dan informasi LAKIP DISKOMINFO LAKIP DISKOMINFO
kinerja kepada masing-masing

bidang dan sekretariat |

masing bidang dan sekretariat

5 Menganalisis dan mengevaluasi
data dan informasi kinerja yang
telah terkampul

Format penyusunan 1 hari Draft LAKIP
LAKIP DISKOMINFO DISKOMINFO

4 Menghimpun format data dan Format penyusunan 1 jam Format penyusunan
informasi kinerja dari masing- LAKIFP DISKOMINFO LAKIP DISKOMINFO

6. Membuat dokumen LAKIP Ya Draft LAKIP 1 Dokumen LAKIP
DISKOMINFO ,— DISKOMINFO minggu | DISKOMINFO
7. Mengoreksi Dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 1 hari Dokumen LAKIP
DISKOMINFO - DISKOMINFO DISKOMINFO
[Tidalk
—
a. Menyampaikan Delumen LAKIP Dokumen LAKIP 3 jam Dokumen LAKIP
kepada Kadis untuk memintakan DISKOMINFO
persetujuan
|
I
[
9. Penandatanganan dekumen Dokumen LAKIP 10 Disposisi
LAKIP DISKOMINFO oleh Kepala DISKOMINFO menit persetujuan
Dinas dokumen LAKIP
10. | Pembuatan surat pengantar Konsep surat 20 Surat Pengantar
pengiriman sekaligus penomoran pengantar menit
surat
11 | Penggandaan Dolumen LAKIP Dokumen LAKIP 30 Dokumen LAKIP
DISKOMINFO menit DISKOMINFO
12. | Pengiriman dokumen LAKIP Dokumen LAKIP 15 Dokumen LAKIP
DISKOMINFO ke DISKOMINFO menit DISKOMINFO
BAPPELITBANGDA dan
pengarsipan




Lampiran 2.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS DAN T

Dalam rangka

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

yang efektif, dan

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jabatan

BAMBANG SUDARYANTO, S.H., M.H..
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama
Jabatan

Drs. H. IMRON, M.Ag
Bupati Cirebon

Selaku atasan pihak kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

serta

Pihak kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam

dokumen perencanaan.

tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang
capaian kinerja dari perjanjian ini dan

pemberian penghargaan dan sanksi.

(V¥ Pihak Kedu ,‘

(RS

”AW

evaluasi terhadap
dalam rangka

dan target kinerja tersebut menjadi
serta akan
yang dip
Sumber, Februari 2025

JPihak Kesatu, &

S.H., MH.

Pembina Tk.I
NIP. 19781024 200604 1 015
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LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS DAN KA

Tujuan / Sasaran Strategis Indikator Kinera Parhitungan Sumber Data Target
mpuct Rumes Tipe Target Suesin
oy @) =) L 5) - o =

1 Veringkattan Kualitas Ssiem Indeks SPBE Rata-rata niai tertimbang dari tingkat Lematangan setiap | Non Kumulatil | Meningkat | Hasi Evaluas Kemengan 325
Pemerintatan Berbases Elektronik incikator SPBE A8/ Seif assesrment Pom

1101 | Meningkatnya Tata Keils 3 Indeks Domain Layanan SPBE Rata-rata nilai tertimbang dar Ungkat kematangan domain| Non Kumuatl | Meningtat | Hash Evaluas Kemensan 505
Sstem Pemerintahan berbesis Siekironik layanan SPEE RE; Seif assesment Poin

1102 | Memingkatnya keterbukaan mformas: Indeks Keterbukaan informasi Pubiih Rataata rial Sub Indikator Non Kamuiatit | Meningtat | Hasi Evabies Komis! s
Dbl informas: publik infarmasi Provinsi Jaws Poun

Barat

[ETTH Tayanan Dats Statistic Jurmiah dats sekioral yang teiah dimutaknirkantamiah | Non Kumuiat! | Memmgkat | Hasd cvaluas pads 50

Statistit sektoral Sektorss tntal data sektoral yang harus disediakan x 100% opendata.crebonkab goid |  Persen
dan apiikas: satu data

1104 - ndeis informas: (AN Juemiah angks tertembang dari tingkat kematangen setiap | Non Kumwiath | Meningkst | Hast Evakues dors 655K / 2
dan kesmanan informasi keamanan informas: Seir Leves

12, |Meningkatnys akuntabiitas tats kelola | Mital SAKIF szpek pererconaan kinerla (33 %) + a=pox Kumulatt Menmgkat | Hash a-uumennu-n [T
pemenntatan Pengukuran kit (30 %) + pelaporan imena 115°5%] + dar Kemenpan Nitai

‘evahunsi akuntabiitas kinesia internal (25 %)

1201, | Meningkatnya akuntabhitas <ners itar LoP il LGP = o3 nEneria 30 %) + apek | Non Kumuistt | Menegkat | s Evalues Kemen PAN 7075

perangkat docrah 88 Inspekiorat Kabupaten | il
Cirebon
o Program Keterangan
L) @ L

1101.03. | PROGRAM APLIKAS! INFORMATIKA £.438.590.140.00 - oAU

110202, Dan PUBLIC 2.683.979.200.00 CAUDAU. DBH

110302 PENYEL STATISTIC 325.467.900,60 - DA

110402 PENYELE UNTUK 119.725.900.00 oAU

120101, | PROGRAM PENUNIANG URUSAN DASRAN £.514.712.308.00 - DAL.DAU. PAD DBH_Pajok BIT

JumMLAN 16.084.475. 448,00
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Lampiran
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i Kes:

Pinha atu
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Pembina Tk.
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Lampiran 3. Catatan Hasil Reviu atas LKIP Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SPEKTORAT
JI. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231 ) 321643
Website ; Inspektorat cirebonkab g, id ;jj!mlg;g(’k(mJI@_\'.I_'E?OI_‘IV.}[)VPM

ey SUMBER

CATATAN HASIL EVALUASI
ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024
PADA DINAS KOMUNIKAS| DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800.1.11.1/355/Sekrt
tanggal 21 Februari 2025 untuk melaksanakan Evaluasi AKIP Tahun 2024 di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan ini kami sampaikan Catatan Hasil Evaluasi sebagal

berikut :

1.

2.

Waktu Pelaksanaan Evaluasi:

Evaluasi dilaksanakan mulai dari tanggal 03 s/d 17 Maret 2025.

Penilaian

Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon diperoleh hasil, sebagai berikut :

Nama Perangkat Daerah . Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
Nilai Angka Evaluasi AKIP 1 7570
Kategori Predikat : BB (Sangat Baik)

Dengan Catatan sebagai berikut

a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika
adalah sebagai berfkut :

4.|Evaluas akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh
SDM yang memadai namun belum tersedianya Bukli dukung
keteribatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja intemal.
] JUMLAH 100 75.7

b. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya

e —————

REKOMENDASI

1 |Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun
2023 oleh APIP Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon sebanyak 4
{rekomendasi

Rekomendasi seluruhnya telah
ditindaklanjuti

3. Rekomendasl

a. Dari hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
sebagaimana tercantum di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas
Komunikas! dan Informatika Kabupaten Cirebon, agar :

NO. KOMPONEN

A.  |PERENCANAAN KINERJA

1.|Menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan ditanda tangani
B. |[PENGUKURAN KINERJA

2.[Menyusun Dokumen laporan tim kerja dan ditanda tangani

C. |PELAPORAN KINERJA
3. |Bukti dukung Dokumen Survey Kepuasan Masyarakal (SKM) dan ditanda tangani

NO. KOMPONEN BOBOT| NILAI D. |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
A |PERENCANAAN KINERJA 30 24 4.|Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja intemal dan ditanda tangani
1. |Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika namun belum tersedianya
SOP Penyusunan Rencana Aksi. b. Tindaklanjut Hasil Evaluasi Sebelumnya
B. |PENGUKURAN KINERJA 30 2256 b_(epala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon telah menyelesaikan
2 [Setiap level organisasi melakukan pemantauan aias tindaklanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024
pengukuran capalan kinerja unit dibawahnya secara berjenjang
namun belum tersedianya Dokumen laporan tim kerja. A N v nos e
C. |PELAPORAN KINERJA 15 1.7
TP e e Demikian Cat‘au:n Hasil .Eval.uasl alas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
paibalen budiia sl oiiead namu:ebelgum ddukung 2024 pgda Dinas KO"IlllfllkaSl da‘n Inform.aﬁka Kabupaten Cirebon, kiranya menjadi maklum dan
Satous el Sy Kbk Ml (8100 sebagai bahan untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dimaksud.
D. |EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25 175
Sumber, Maret 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Wakil Penanggung Jawab

Kabupaten Cirebon

NIP. 19781024 200604 1 015

{ /

EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP. 19690206 198903 2 005




Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKIP Tahun 2024 dan Berita Acara TL LHE AKIP

2024

A. PERENCANAAN KINERJA

1. | Dalam pedoman penyusunan teknis perencanaan
kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika namun
belum tersedianya SOP Penyusunan Rencana
Aksi

SUDAH DITINDAK LANJUTI

B. PENGUKURAN KINERJA

2. | Setiap Level organisasi melakukan pemantuan
atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang namun belum tersedianya

C. PELAPORAN KINERJA

SUDAH DITINDAK LANJUTI

dokumen Iaioran tim ker'ia

3. | Informasi dalam laporan kinerja selalu
mempengaruhi perubahan budaya kinerja
organissasi namun belum didukung dengan
Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

SUDAH DITINDAK LANJUTI

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INTERNAL

4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah
dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun
belum tersedianya Bukti Dukung keterlibatan Tim
SPI dalam evaluasi kinerja internal

SUDAH DITINDAK LANJUTI

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT

J1. SunanGri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
bonkab.go id e-mail : inspek a

cirebonkab.go id

Website : inspe

SUMBER 45611
— i

BERITA ACARA
TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

Pada han ini Rabu tanggal Dua puluh satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima.
bertempat di Sumber, yang bertandatangan di bawah ini Ketua Tim Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon

Nama SRI SUMARTINL, SKM..MKM
NIP 19741105 200003 2 005

s
TRGAK LARAT MASK PEMERISAAN NSPEXTORAT KABUPATEN CREBON

]
el

Telah melakukan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Cirebon w W
Tahun 2025 berdasarkan LHE nomor : 700.1.2.1/500-Sekrt, tanggal 17 Maret 2025 atas Evaluasi — - -
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon, dengan hasil sebagai berikut —— - -
o it 2 rgpatha e o
Tindak Py 3
. in . i
No. Ft:’l‘::‘i | Temuan = Rekomendasi | I‘_mjut' | kcw;angnn | ,').l
il | | s[or|B _ 1 o s su
2025
\ Il (a0 % §
[ \ s 00 %
JUMLAH 4 bpP %
Ll s %

Demikian Berita Acara ini dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan untuk dipergunakan
seperlunya

Penanggungjawab TLHP Tim TLHP
Dinas Komunikasi dan Informatika Inspektorat Kabupaten Cirebon
Kabupglen Cirebon Ketua,
Perencana Ahli Muda,
rd
AHMAD SAMSUDIN, S.Sos. SRI SUMARTINI, S.K.M., MLK.M.
NIP. 19810414 200801 1 004 NIP. 19741105 200003 2 005
Mengetahui,
I'im Evaluasi

Akuntabilitas Kinegja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
pada Dinas’Komunikasi dan Informatika Kabupaten Circbon
Ketua,

a—

ARIAN CAHYA PRAMADL S.E.
NIP. 19790419 201001 1 007

LIP DSKOMNFOTAHLN 202

R




Lampiran 5. IKU 1 - Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025

3,73
(Sangat Baik)

INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. CIREBON

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

] Aspek SPOE Target | ] Aspek SPOE Indehs

Kabijakan Internal Tata Kelola SPEE

- " -
Layanan Publik Barbasis Elskironik o~ LY Perencanaan Slrategis SPBE
-

Layanan AdFem Berbasis Elekironi Taknologl Intormasl dan Komunikasi

Falaksanzan Audit TIK Faryelenggara SPBE

Fanarapan Managman SFEE

Nama Indeks Nilai 2025
SPBE 3,73
Domain Kebijakan SPBE 470
Kebijjakan Internal Tata Kelola SPBE 470
Domain Tata Kelela SPBE 3,20
Perencanaan Strategis SPBE 3,25
Teknologi Informasi dan Komunikasi 3,00
Penyelenggara SPEE 3,50
Domain Manajemen SPBE 245
Penerapan Manajemen 5PBE 250
Audit TIK 2,33
Domain Layanan SPBE 420
Layanan Admimistrasi Pemerintahan Berbasis Elektromik 3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik 467

o

 LKIP DSKOMNOTAHN 2025
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Lampiran 6. IKU 2 - Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 006/SK/KI-]BR/X1/2025

TENTANG

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Menimbang

Mengingat

PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

. Peraturan

bahwa guna mengetahui pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pubhk Komisi lnformasl Provinsi Jawa Barat melakukan

ing dan 1 Informasi Publik pada
Badan Publik;

i Ketert

. bahwa Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Pubhk sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, telah selesai

dan yan, di tolak
ukur pelaksanaan keterbukaan informasi pubhk pada Badan
Publik;

b " 3 Keud

bahwa berdasarkan perti
dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan
Keputusan Ketua Komisi lnformasl Provinsi Jawa Barat

g Hasil i ng 1 i Keterbuk
Informasi Publik pada Badan Pubhk Tahun 2025.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang

ing dan Keter Informasi Publik;

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 tentang Transparansi,
Partisipasi, dan Akuntabilitas (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 11 Seri E).

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |
email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

Lai

mpiran Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Nomor : 006/SK/KI-JBR/XI/2025

Tentang : Hasil Monitoring Dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik

Pada Badan Publik Tahun 2025

HASIL MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

PADA BADAN PUBLIK TAHUN 2025

1. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

f. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Nomor  004/KEP/KI-JBR/V/2025 tentang Pedoman
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Pada Badan Publik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tanggal 25
November 2025.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA
BARAT TENTANG HASIL MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK
TAHUN 2025.

pk hasil ing dan keterbukaan
informasi publik pada Badan Publik tahun 2025, yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip terukur, obyektif, akuntabel,
partisipatif, transparan, dan berkelanjutan.

Hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik
sebagaimana pada Diktum KESATU terdiri dari 5 kategori Badan
Publik yang telah dikualifikasikan berdasarkan tolok ukur yang
dihasilkan dari setiap tah lak ing dan
evaluasi keterbukaan |nforrnas| publlk sebagaimana tecantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Ketua Komisi ini.

Kep hasil ing dan i keterbukaan informasi
publik merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa
Barat dan tidak dapat diganggu gugat.

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Bandung

25 November 2025
¥gqmisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Ketua

()
-
A~

| Farhan

Wubarok, S.H., M.Si.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |

email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

18

N

Pemerintah Kabupaten Majalengka 90

AT Pemerinah Kabupaten Cirebon 90

INFORMATIF

INFORATI_

0

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | Telp/faks: (022) 735 116 56 |

email: kipjabar@jabarprov.go.id/ kipjabar@gmail.com

NO NAMA BADAN PUBLIK NILAT KATEGORI Pemerintah Kota Tasikmalaya 78 CUKUP INFORMATIF
1| Pemerintah Kabupaten Karawang 100 INFORMATIF
o) i roi— o0 | ™romwar 21 | Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya | 718 | CUKUPINFORMATIF
3 | Pemerintah Kabupaten Bandung 99,2 INFORMATIF
4 | Pemerintah Kota Bekasi 98,6 INFORMATIF 22 K
T = RO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat | 71,08 | CUKUPINFORMATIF
6 | Pemerintah Kota Depok 98,42 INFORMATIF
7 | Pemerintah Kota Bogor 973 INFORMATIF 23 | Pemerintah Kabupaten Garut 7048 | CUKUPINFORMATIF
8 | Pemerintah Kota Cimahi 96,86 INFORMATIF
9 Pemerintah Kota Banjar 9496 |  INFORMATIF 24 | Pemerintah Kabupaten Bogor 6932 | CUKUPINFORMATIF
10 | Pemerintah Kabupaten Pangandaran 93,88 INFORMATIF
11 |PemennahKabupaen Purwalara | o1e | PoRWATF 25| Pemerintah Kabupaten Cianjur 6796 | CUKUPINFORMATIF
12 | Pemerintah Kota Cirebon 914 INFORMATIF
13 | Pemerintah Kabupaten Kuningan 91 INFORMATIF -
S T 26 | Pemerintah Kabupaten Indramayu 6732 | CUKUPINFORMATIF
15 | Pemerintah Kabupaten Ciamis 90,12 INFORMATIF
16 | Pemerintah Kota Sukabumi o0k INFORMATIF 27 | Pemerintah Kabupaten Sukabumi 42,68 | KURANG INFORMATIF
17 | Pemerintah Kabupaten Subang 90 INFORMATIF

LGIP DSKOMNFOTAHLN 2025 AL



Lampiran 7. IKU 3 - Hasil Pengolahan dan Analisis Data Statistik Sektoral Tahun 2025

e Perhitungan dari capaian sasaran ini terdiri dari 2 (dua) komponen penunjang yaitu:
1) Persentase dokumen statistik yang dihasilkan, dengan target 90% dari target akhir Renstra

2) Persentase keterisian data yang dikelola, dengan target 90% pada tahun 2025.
Dan rumus perhitungannya sebagai berikut:

(% dokumen yang dihasilkan + % keterisian data pada opendata)

= 1009
Total Komponen X %

e Capaian dari komponen sasaran ini sebagai berikut :

1) Capaian presentase dokumen statistik yang dihasilkan adalah 100%, dengan telah
disusunnya buku statatistik daerah

2) Capaian presentase keterisian data yang dikelola adalah 90%, dengan telah terisinya data
1.571 data dari total 1.571 data.

Dengan demikian, kita dapat melakukan pengukuran dalam pencapaian sasaran kinerja ini:

(% dokumen yang dihasilkan + % keterisian data pada opendata)

= 1
Total Komponen x 100

_ (90% + 90%)
- 2
_ (180%)

2
=90 %

& @ DISKOMINFO
S o KAB.CIREBON

STATISTIK
DAERAH

Kabupaten Cirebon disini f KABUPATEN CIREBON 2 O 2 4

e A b ks g oo e,
mulhdn;

Highight Daa Satistk Open Deta

5y

1 3 PEMERINTAH KAB CIREBON
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
238 5 TAHUN 2025
@ :,'(:_: , :__:::"
i 1
= |KIP DSKOMNOTAHN 20254 -

&
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Lampiran 8. IKU 4 - Hasil Penilaian Mandiri Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Tahun 2025

Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Versi 5.0

Responden: Skor Kategori SE : 31 Kategori SE Tinggi
Satuan Kerja
Direktorat Hasil Evaluasi Akhir: Pemenuhan Kerangka Kerja
Departemen Dasar
L£5420 / OIFHFHFHFHTH T AT
Tingkat Kelengkapan Penerapan . 543

Alamat 1 Standar 1ISO27001 sesuai
Alamat 2
Kota Kode Pos Tata Kelola 1103 T. Kematangar lllI+

Pengelolaan Risiko : 36 T.Kematangar Il I+

Kerangka Kerja Keamanan Informas : 147 T. Kematangar ll+ s/d
(Kode Area) Nomor Telpon Pengelolaan Aset 1117 T. Kematangar |l i+
user@departemen_responden.go.id Teknologi dan Keamanan Informasi : 108 T. Kematangar Il
HH/BB/TTTT Pelindungan Data Pribadi i 32 T. Kematangar I+

Pengamanan Keterlibatan P.Ketiga : 0 %

Tata Kelola

Pengelolaan Risiko

@ Kepatuhan ISO/SNI 27001
@ Penerapan Operasional
Kerangka Kerja Dasar

Kerangka Kerja
B responden

Pengelolaan Aset

&)

- LKIP DSKOMNOTAHN 2025
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Lampiran 9. IKU 5 - Nilai LKIP Tahun 2024

4| Evaluasi Akuntabiltas Kinea Intemal feiah diaksanakan
menggunakan Toknologi Informasi (Aplikasi). ______
4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi

tabilitas Kinerja sehingga kesan yang
| nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja |
1| Seluruh atas hasil kinena interal |
telah ditindaklanjuti

2 | Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan
tindak lanjut atas hasil I Kinerja
| lintemal L . ) |
3 | Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Interal telah dimanfaatkan untuk
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1‘

LAPORAN HASIL EVALUASI 4 | Hasil dani Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan |
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI __T;%g‘"_mm‘lﬁgm?:my "'&Ta"- a
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024 ‘ »hash evakasi akuntabitos kinera memat - |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA =
KABUPATEN CIREBON 8. Tindak Lanjut Hasil E Tahun Sebel

Tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi
SAKIP Tahun 2023, adalah sebagai berikut

[NO.| REKOMENDASI ____ TINDAKLANJUT
Rekomendasi hasil evaluasi AKIP Rekomendasi seluruhnya telah
Tahun 2023 oleh APIP Dinas ditindaklanjuti
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cirebon sebanyak 4

L 1 dast

9. Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi AKIP Perangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal
03 s/d 17 Maret 2025

10. Gambaran Hasil Evaluasi
a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon adalah 75,70
Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat
kelemahan, adalah sebagai berikut

* nr 1.1,

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON e srsoiniail . BOBOT | NILAI |
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643 s T EERENGANAAN KINERIA o 30 =
SUMBER 1. | Dalam pedoman penyusunan teknis

| perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan
Informatika namun beium tersedianya SOP
Penyusunan Rencana Aksi.

Evolwasi AKIP 2024

TAHUN 2025

Lampiran 10. Formulasi Tingkat Efisiensi

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini,
diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan
output yang samal/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang
sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input.
Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi
(SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai
rumus berikut.

IE

= %CAPAIAN OUTPUT
%CAPAIJAN INPUT

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam
menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu
1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

SE
= %RENCANA CAPAIAN OUTPUT
%RENCANA CAPAJAN INPUT

LGIP DSKOMNFOTAHLN 2025~




Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar
efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika
berikut :

Apabila IE > SE : Kegiatan Efisien
Apabila IE < SE : Kegiatan Tidak Efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang
menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing

kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

TE =1E - SE
SE

& kP DSKOMNOTAHN 202513



Lampiran 11. Capaian Kinerja Diskominfo Kabupaten Cirebon Tahun 2025

CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

TAHUN 2025

Meningkatkan Kualitas
Nilai Domain SPBE

Indikator:

Indeks Domain Tata Kelola
Indeks Domain Layanan SPBE
Indeks Domain Manajeman SPBE

Meta Indikator :
Nilai domain tata kelola SPBE
yang dikeluarkan Kemenpan RB

3.15 poin

3.73 poin

Meningkatnya keterbukaan
informasi publik

Indikator:
Indeks Keterbukaan Informasi
Publik

Meta Indikator :

Nilai keterbukaan informasi publik
yang dikeluarkan oleh Komisi
Informasi Provinsi Jawa Barat

75 poin

90 poin

120

Meningkatnya
pengelolaan dan layanan
statistik sektoral

Indikator:
Persentase pengelolaan dan
layanan statistik sektoral

Meta Indikator :

Hasil pengolahan data mandiri
yang terdiri dari capaian dokumen
yang telah disusun dan capaian
keterisian data statistic sektoral

80%

90,4%

113

Meningkatkan Pengelolaan
Persandian dan Keamanan
Informasi

Indikator:
Indeks Keamanan Informasi

Meta Indikator :

Nilai hasil penilaian mandiri terkait
Tingkat kesiapan keamanan
informasi

Level 2

Level 2

100

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
Perangkat Daerah

Indikator:
Nilai LKIP

Meta Indikator :
Hasil survei kepuasan aparatur
terkait layanan

70,75
Nilai

75,70
Nilai

106,99

LKIP DSKOMNFOTAHN 2025
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Lampiran 12. Surat Pernyataan Telah Direviu

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CIREBON

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun
2025 untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman laporan kinerja. Substansi informasi
yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah

disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan

perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja ini.

Sumber, Februari 2026

Ketua Tim Reviu

FAJAR SUTRISNO, S.Si
NIP. 19750903 200112 1 004
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Lampiran 13.

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) TAHUN 2024

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON
Alamat : Jalan Sunan Giri No. 2 Telp./Fax (0231) 321643
SUMBER

TAHUN 2025

Evatuasi AKIP 2024

2.

Latar Belakang Evaluasi

P 1 i kinerja 1 salah satu strategi yang

dilaksanakan dalam rangka P '
i, untuk judkan p yang bersih dan akuntabel,

pemerintahan yang kapabel. serta wa kualitas y

publik kepada masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi F (SAKIP)

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk
tujuan dan slan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam

rangka dan kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengetahul sejauh mana AKIP , serta
untuk g pening p paian kinerja yang tepat sasaran dan

berorientasi hasil, maka periu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini
diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk
berkomitmen dan secara i i AKIP
dalam mewuludkan capaian k-ner;a (hasd) yang telah direncanakan maka
secara dapat

j Cirebon.

Sasaran F

3. Tujuan Evaluasi

a Pelaksanaan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara

umum bertujuan untuk gt sejauh mana Al ilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) pada F Daerah
dalam kinerja yang tepat sasaran

dan berorientasi hasu pada Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi Kinerja AKIP secara khusus bertujuan untuk :

1) g SAKIP

2) Menilai tingkat implementasi SAKIP

3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja

4) ikan saran untuk p: AKIP

5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode
sebelumnya.

o

Laporan Hasil Evaluasi LKIP Tahun 2024

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

INSPEKTORAT

Jalan Sunan Giri No. 2 Telp/Fax (0231) 321643
‘Website. inspekiorat.crebonkab. go
id

id
SUMBER 45611

Sumber, 17 Maret 2025

Nomor 700.1.2.1/500-Sekrt Kepada
Sifat Penting Yth. Bupati Cirebon
Lampiran @ - -
Perihal Laporan Hasil Evaluasi Sumber
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon.
Dengan harmat kami Laporan Hasil Evall
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Cirebon, sebagai berikut -
1. Dasar Hukum Evaluasi
a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
g Intern
b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan
90+ Daerah.
c. Peraturan Pamemtah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
d. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
e P Menteri Pend: Aparatur  Sipil Negara dan
Reformasi Biroksrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman
i atas i Sistem Al Kinerja Instansi
Pemerintah
f. Keputusan Inspektu Nomor 700/Kep. 247 - Sekry/2023 Tentang
Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Cirebon
g. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor °
800.1.11.1/355/sEKRT tanggal 21 Pebruaril 2025 untuk
AKIP ¥ Daerah di lingkup
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024,
—
Evaluasl AKIP 2024
Poge 1

4. Ruang Lingkup

Penilaian kualitas perencanaan kineria yang selaras yang akan

dicapai untuk judkan hasil yang inambungan;
b. Penilaian guk kinerja J dan jutan yang telah
jadi dalam peny 1 strategi dalam mencapai
kinerja;

¢. Penilaian pelaporan kinerfja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
per ya yang i besar
dalam per ian i ij dalam kinerja
berikutnya;

d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja intemal yang memberikan
kesan nyata ) dalam p gl 1 imp SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinerja; dan

e hasil periode
sebelumnya

5. Metodologi dan Teknik Evaluasi
a. Dalam 1 AKIP ini, I+ kan dol sebagai
berikut :
1) P data dan infc
2) Wawancara
3) Konfirmasi
4) Studi Dokumentasi
b. Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP, dan setiap
b- P dinilai an kualitas dari Kriteria.
Sub-komponen akan dinilai dengan  pillhan  jawaban
AA/A/BB/BICC/C/DIE, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai
dengan gradasi nilai. Nilai hasil akhir dari penjumiahan komponen-
gamb tingkat. dengan kategori predikat
sebagai berikut
NO. | PREDIKAT | NLAL INTERPRETASI PREDIKAT
1. AA >80 -100 ' Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governance.
Seluruh  kinerja dikelola dengan
sangat memuaskan di seluruh unit
keqa Telah terbentuk pemerintah
yang dinamis, adaptif, dan
oﬁsan (Reform). Pengukuran kinerja
Evabuas) AKIP 2024

Pop 3
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3

NILAI
PREDIKAT ANGKA

INTERPRETASI PREDIKAT
telah dilakukan sampai ke level
individu.

A >80-90 | Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kena dapat
memimpin perubahan dalam

berorientasi hasil,

BB >70-80 | Sangat Baik

telah dilakukan sam ai ke level eseion

3lkoordinator.
Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP
sudah baik pada 1/ 3 unit kerja,
khususnya pada unit kerja utama.
Terlihat masih perlu adanya sedikit
perbakkan pada unit kerja. serta
komitmen dalam manajemen kinera
Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampai dengan level
|\ |eselon 2/unit kerja.
cc >50-60 Cukup (memadai)
ran bahwa AKIP
cukup baik. Namun demikian, masih
periu banyak perbaikan walaupun
ar khususnya

tidak mendss:

akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

[} >30-50 | Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP

kurang depat diondalkan. Belum
4ystem j

kinerja sehingga masih periu banyak

perbaikan mendasar di level pusat.
D 0-30 Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP
sama sekali tidak dapat diandalkan.
Sama sekali belum terdapat
penerapan  manajemen  kinerja
sehingga masih perdu banyak
perbaikan/perubahan_yang sifatnya

Evaiuas' AKIP 2024

AN

(crosscutting) _
Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.
Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat wakiu.

‘Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan
atas Kinerja yang periu dicapai.

Kualtas Rumusan Hasdl  (Tuuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapal.

Ukuran Keberhasitan (Indlkaw Kmu)a) telah memenuhi kriteria
SMART.

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah Wm Kondisi Khevja
Utama yang harus dicapai,

- tidak sering diganti dalam 1 periode Pmnanaan Strategis).
Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai

(achievable), menantang, dan realistis.
Setiap D Kinerja
yang berkesnnmbunom serta selaras antara Kondisi/Hasil yang
akan el n (Ca:

scad
Pmnun kinerja dapat memberikan niormasl tentang hubungan
lmorp. strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan
erkaitan (Crosscutting). _____|

smp unisatuan kena dan i

Setiap pogai m

mmmwmm

:mMW"WNWM’KM!Y‘th

2 | Aktivitas yang telah g Kinerja yang ingin
dicapal.

3| Target yang di dalam Kinerja telah dicapal
dengan baik, atau seti a masih on the right frack.

4 | Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capalan kinerja
selalu secara berkala.

5 | Terdapat D Kinerja
yang ditetapkan dari hasil analisis p kinerja sebelumnya.

6 | Terdapat y D ; Kinerja
dalam il yang lebih balk

7 s:ﬂao unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen

i kinerja yang telah

8 smmmmmmmmuu.mmmm

mencapai ki telah direncanakan.

kinerja.

Evatuasi AKIP 2024

Pago §

NILAI
NO. | PREDIKAT ANGKA INTERPRETASI PREDIKAT
smqu mendasar khusu:ny' dalam
im lementasi SAKI

6. Gambaran Umum Perangkat daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 143 Tahun 2023 tentang

O Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas i dan il Ki Cirebon,
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut -
a. P i bidang ikasi dan inf ika, bidang
smistnc dan bidang persandian;
b. Pengelolaan informasi dan komunlkasl publik;
c. aplikasi infe
d. Pengelolun statistic sektoral;
e. y iggaraan ian untuk peng
f. dan andang dan
Bsdnng Statistik dan Bidang Persandiaan;
g. Dinas ikasi dan
h Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
O Dinas i dan Inf ika Ki
Cirebon adalah sebagai berikut :
1. Kepala

2. Sekretaris terdiri dari
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
b. Subbagian Keuangan dan Aset
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Teknologi dan Informatika
5. Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, terdiri dari:
a. Seksi Statistik
b. Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian
6. Unit Pelaksana Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Umum | AKIP P gkat Daerah
Implementasi AKIP pada Dinas ikasi dan ika K
Cirebon, sebagai berikut :

1.a | Dokumen Perencanaan telah
1| Terdapat p kinerja jangka panjang.
___2] Terdapat dokumen pe kinerja jangka menengah. |

Pog §

2 | Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinera dan cara
Kinerja. O
P data kinerja
menjadi kebutuhan dalam mewujudkan
Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara
Pimpinan selalu tenbat aobenal penoanu keputusan (Decision
2 l Data kinerja yang dimmulm tehh reiavan untuk mengukur capaian
kinerja yang
3| Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang
|
4 | P kinerja telah sacara berkala.
5| Setiap level isasi atas 9
capaian kinerja unit dil secara j
6 | Pengumpulan data kinerja telah gl
(Aplikasi) .
7 | Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologl Informasi
(Aplikasi).
2.c | Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam
1| Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian
2 | Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam
penempatan/penghapusan  Jabatan baik struktural maupun
fungsional.
3 | Pengukuran kinerja telah y [ )
Organisas|
aF Kinerja telah ian Strategi dalam
|| mencapai kinerja
5 | Pengukuran kinerja telah pengaruhi peny ija
= mencapal kineda. =
8 Aktivitas dalam
| mencapai kinerja.
7 | Pengukuran kinerja tetah gai P ggal
dalam mencapai kinerja.
8 Termpat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai
[] S«hp umannn kerfa memahami dan pedull atas hasil pengukuran
Kinerja.
3.a | Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja
1 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun,
2 | Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
3 | Dokumen Laporan Kinerja telah dif¢
4 | Dokumen Laporan Kinerja telah mu
5 | Dokumen Laporan Kinerja telah di
6 | Dokumen telah disam) n wakiy.

—
Evaluss! AXIP 204

Pago7
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Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar |
2b menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi 4| Evaluasi Akuntabiltas Kinena Intemal telah dilaksanakan
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya menggunakan Toknologi Informasi (Aplikasi).
perbaikan/penyempurnaannya 4.c | Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi
1 | Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan _.hl(ln-h sehingga kesan yang
standar. " nyata (dampak) dalam efektifitas dan Kinerja TS
2 Dokumen Laporan Kinerja telah seluruh inf 1| Seluruh atas hasil J kinenja internal
| tentang pencapaian kinefja. i telah ditindaklanjuti.
3 ‘M men L m_ . _K‘;fh Mh____t______._.___.__:._,,. ealis 2 YBiahl&ladl peningkatan lrnplemonlw SAK'P dangan melaksanakan
| kinerja dengan target tah llnd-k lanjut atas Kinerja
4| Dokumen Laporan Kinerja telah I [ g i -
3 Haml Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dimanfaatkan untuk
| kinerja dengsntarg:l ;angk:’;:mnga-h J dan peningi Kinerja.
M e m;"’m e et 9 4 [ Hasil dani Evaluasi Akuntabilias Kinea | lnloma! telah dimanfaatkan
6 | Dokumen Laporan Kinerja telah rbandi lisasi e can el L
| 5 Telah teqadi pemei:an dan pondngkmn kinerja  dengan
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasionalintermasional hasil itas kinerja infernal,
7 | Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian
51 ';"e'ﬂ’ beserta upaya "K!:‘" "’“":: ““""”:":‘k:" = 8. Tindak Lanjut Hasil Tahun y
L 1 efisiens| :
”‘;!":,';m iz e Bty o Tindaklanjut atas hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 atas implementasi
9 | Dokumen Llwtkﬂ Klmx telah ":Wmh?l" upaya WN:" d)ﬂ' SAKIP Tahun 2023, adalah sebagai berikut
Qﬂd&pﬂmn ne - =
L Oa K Cepaa (2 = NO. REKOMENDASI ‘ TINDAKLANJUT
3.c Pelaporan Kinerja telah Ky besar dalam hasil evaluasi AKIP telah
strategi/kebijakan ""'""‘ Kineda Tahun 2023 oleh APIP Dinas ditindaklanjuti
T Informasi_dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama mm""""“*::mmak %
inan (Bertan, Jawab). rekomendasi
2 | Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh
|~ 3 Informasi dalam laporan kinerja berkala lelah digunakan dalam 9. Waktu Pelaksanaan Evaluasi
penyesuaian aktivitas untuk mencapal kinerja AKIP Py i I i
<t Ay Wi o 1eiah Gigunakan Evaluasi AK! erangkat Daerah dilaksanakan mulai tanggal
penyesuaian penggunaan anggaran untuk kinerja. 03 s/d 17 Maret 2025
5 | Informasi dalam laporan kin telah digunakan dalam evaluasi
bttt naken 10. Gambaran Hasil Evaluasi
8 | Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian a. Pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2024 pada Dinas
A e S - Komunikasi dan Informatika Kab Cirebon  adalah 7570
4.a | Evaluasi Akuntabllitas Kinerja Internal telah dilaksanakan Kategori Predikat BB (Sangat Baik), namun masih terdapat
1 | Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. kelemahan, adalah sebagai berikut
2 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada
seluruh unit kerja/perangkat daerah, '2 A el er ,,A,,,,m, BOBOT | NILAI
3| Evaluasi Akuntabilitas Kinena Internal telah dilaksanakan secara A. | PERENCANAAN KINERJA 30 24
berjenjang. 1. | Dalam pedoman penyusunan teknis
4.b | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal telah dilaksanakan secara perencanaan kinerja Dinas Komunikasi dan
berkualitas dengan Sumber Daya yang memadal Informatika namun belum tersedianya SOP
1 | Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesual Penyusunan Rencana Aksi.
standar,
2 | Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan
pendalaman yang memadal,
3| Evaluasi Akuntabiltas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada B. PENGUKURAN KINERJA 30 225
seluruh unit kerja/perangkat daerah.
Evaluas AKIP 2024 Evoluasi AKIP 2024
Page 8 Pog§
11. Penutupan
2. | Setiap level org a. Simpulan
;bawahnya mzm&gﬁmn belum Dari hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Dinas
tersedianya Dokumen laporan tim kerja. Ki ikasi dan Inf tika Kab Cirebon peroleh nilai
"PELAPORAN KINERJA 15 17 75,70. Nilai tersebut masuk dalam kategori BB dengan interpretasi
. | Informasi dalam laporan kinerja selalu (Sangat Balk)
mempengaruhi perubahan budaya kinerja b. Penutup
organrsasl namun belum didukung dengan S
1 Survey K (SKM). Sehubungan dengan hal but, kami pai i ih dan
D. | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25 175 1 apresiasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
| INTERNAL Kabupaten Cirebon atas upaya-upaya dalam mengimplementasikan
4. | Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah . : o
dilaksanakan oleh SDM yang memadai namun SAKIP pada 'cahun 2024, Sel;an;utnyn agar Kepala B'nr.\as Komumka.sl
belum tersedianya Bukti dukung keterlibatan Tim dan Inf ka Kabup Cirebon beserta seluruh jajaran agar lebih
SPI GM'“S'—'J“{,‘:P“'HMQ . 57 memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan
. SAKIP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas kinerja serta
b Rikomentiesl Atas Catatann gan Untuk Porbalk :::Ingkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi
1) Dan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ¢
(AKIP) Tahun 2024 sebagaimana tercantum di atas, kami D 1 lap Hasil E i AKIP Tahun 2025 atas implementasi
merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan SAKIP Tahun 2024 pada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Informatika Kabupaten Cirebon, agar : Kabupaten Cirebon disusun berdasarkan Standar Audit Intenal
. KOMPONEN Pemerintah Indonesia (SAIPI) untuk dipergunakan sebagaimana
| PERENCANAAN KINERJA mestinya.

1. | Menyusun SOP Penyusunan Rencana Aksi dan ditanda tangan|
B. | PENGUKURAN KINERJA SIAH INSPEKTUR

2. | Menyusun Dokumen laporan tim kena dan ditanda tangani /5 ” KABUPAT N CIREBON
C. | PELAPORAN KINERJA

3. | Bukti dukung Dok Survey Masyarakat (SKM) dan
ditanda tangani .
D. | EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

4. | Bukti dukung keterlibatan Tim SPI dalam evaluasi kinerja intemal dan ,irp’%g"e‘éuogmggawaooz
| | ditanda tangani :

2) Ti jut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumny
Rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh APIP Inspektorat Tembusan :
Ki Cirebon sebanyak 4 dasi telah juth Yth. Kepala Dinas K ikasi dan Informatika Kab Cirebon
seluruhnya.

Evalwasi AP 2024 Evalvas! AKIP 2024
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